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Beragamnya reaksi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja 
dan pemahaman hakiim anak dalam menjalankan proses peradilan 
anak menjadi pertanyaan tersendiri apakah proses pemeriksaan 
dalam persidangan anak sudah memenuhi rasa keadilan terhadap 
anak sebagai pelaku maupun rasa keadilan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
temtaqg : (1) Realita model sidang pengadilan anak yang selama ini 
berlangsung; (2) Aikrnatif m&el sidang dalam penanganan anak 
nakal di pengadilan anak yang menjamin pefaksanaan hak-hak anak. 
Peneliian ini merupakan penelitian lapangan (yang dilakukan di PN 
Mlalang dan PN Surabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pcaktek proses 
peradilan yang terjadi ternyata masih jauh dari yang diingikan oleh 
undang-undang, yaitu prsidangan diQeIar m r a  formal layaknya 
petisidangan orang dewasa hanya saja tertvtup untuk umum. Sehingga 
kadang-kadang membuat anak rnenjadi ketakutan dan traumatis. 
Untuk itu diperlukan model atternatif penidangan yang mengarah 
pada restorative justice model yang sesuai untuk peradilan pidana 
anak , dengan ciri : (I) bentuk persidangan menggunakan pendekatan 
penyetesaian konfltk; (2) Wdangan dilakukan untuk membentuk 
tanggungjawab pelaku dalam merehabilttasi korban; (3) pembtasan 
umur minimum dalam penjawan sanksi pidana; (4) proses 
persidangan dalam suasana kekeltiargaan (memakai pakaian 
nonbwnal~ atau bukan toga den pakaian dinas, bahasa yang mudah 
dimewerti anak, menggunakan model tanya jawab yang kmunikattf, 
setting ruangan yang sesuai dengan perkembangan anak, 
penggunakan tenaga psykuktg dalam wawancara dengan amak); (5) 
acara pemeriksaan tertutup; (6) penahanan sebagai altefnatif terakhir 
setelah tindakan; (7) perneriksaan tindak pidana anak dilakukan oleh 
pejabaf Khusus; (8) laporan pembimbing kemasyarakatan menjadi alat 
Bukti. 
Untuk menyamakan persepsi pihak-pihak yang tuntt krlibat 
dalam proses peraditan Anak perlu dilakukan : 
1 Pembuatan modul praktls yang dibngkapi dengan aturan-atuwn 
yang memuat perlindungan anak d m  hak-hak anak, antara lain UU 
No 23 tahun 2002, Konvensi hak Anak, Beijing Rules. 
2. Pemerintah h a m  segera membenahi UU Pengadilan Anak, namun 
sarnbil menunggu ha1 tersebut dimlisasikan, maka pr lu  
rnengadakan menyediakan sarana-prasarana yang berkaitan 
dengan proses pefadilan anak, antara lain ; tempat penampungan 
anak yang menjalani pernbinaan dalam tindakan, rutan dan LP 
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A, Latar belakang Masalah 
Jumlah anak Indonesia di bawah urnur 15 (lima belas) tahun 
kurang I&ih 113 dari jurnlah penduduk di Indonesia. Mereka merupakan 
golongan lemah yang sering tidak &pat membela din dan sangat peka 
terhadap pengaruh terhadap dirinya'. Penga~h perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi dl' bidang konIurrlkasi dan 
inhmasi, kemajuan iSmu dan tekhnolagi sem penrbahan gaya hid* telah 
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 
pada umumnya dan anak pada khuswsnya. Peckembangan tersebut dapat 
mengakibatkan dampak negatif berupa pen'lalcu menyimpmg. Bagi anak 
yang kurang atau tidak memperoleh kasih seyang, asuhan, bimbingan 
akan mudah terseret pada pergaulan lingkungan dan masyarakat yang 
kwang sehat dan merugikan perkembangan pribdinya2 
Anak yang melakukan perbuahln yang menyimpang, bila Hdak 
segera dhrahkan, dapat mmbuka peluang untuk melakubn tlndek 
pidana. Menurut data yang dihimpun oieh Ditjen Pemasyarakatm Qepkeh 
dan HAM, pada tahun 2002 terdapat 3277 anak di Lernbaga 
Pmasyarakatan Anak (LPA) yang tersebar di seburuh LPA yang ada di 
' Sadhi AsW, Made. 2003 Mukm Pidana dart FWinbungcin wak. IW, Matang. Hhn.22 


















Indonesia. Angka tersebut belum temswk anak-anak yang ditahan di 
Kepotisian3. 
Selain itu, data BPS tahun 1997 mehyatakan bahwa Pengadilan 
Negeri di selvnrh propinsi di Indonesia mencatatsebanyak 400 terdakwa 
anak diajllkan ke Pengadilan, sedangkan informasi terbaru BPS hingga 
akhir 2003 terdapat 436.000 anak yang bermasalah dengan hukurn dan 
sedikitnya terdapat 4OQ kasus pelanggaran hukurn yang dilakukan oleh 
an&. Data-data yang berhasil diperoleh di atas, hanyalah kaws-kasus 
yang b e m a  ditangani pihak kepolisian dan diselesaikan hingga proses 
parsidangan. Padahal masih banyak kasus anak nakal yang tidak 
diselesaikan mdalui proses peradilan pidana. 
Mapun bentuk pelanggaran hukurn yang dilakukan oleh anak, 
mereka tetap wajib dililndungi oleh berbagai pihak.Perlindungan khadap 
anak yang bermasalah dengan hukum haws mengacu pada kmsep 
pgrlindungan anak rang utuh dan komprehensif berdgsarkan asas 
kepentingan terbwik bagi anak sesuai w a n  amanat UU No 23 tahun 
2003 tentang PetlCndungan anak dan penjelasannya. PerYindungan 
temadap anak nakal dalarm proses peraditan pidana mulai diberikan pada 
tahap penyidikan, penuntutan, persidangan Mngga pelaksanaan putusan 
hakim. Proses persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim memiiiki 
* htb:Phww.Hukum Online.wrn: Sangger An& Akar, Septa Benehi Ststem Pangadilan 
Anakdtakses tanggal 4 Maret 2005. 
' ~ : l ~ ~ H u k u m O n I i ~ e . c o r n  : Lily Rikantm, Dua TBhun UU PerlWw~gsn Anak 


















peran penting dalam penyelesaian perkara anak nakal. Karena puhrsan 
hakim diidikan dasar kuat untuk mengembatikan dan rnengantarkan anak 
menuju masa depan yang lebfh baik sebagairnana diamanatkan dalam 
Penjetasan UU Pengadilan Anak. Untuk itu, seorang hakim hams benar- 
benar menguasai segala peraturan yang bdaitan dengan perkindungan 
terhadap anak nakal dan memahami masalah anak. 
Beberapa waMu yang lab, terdapat kasus anak naka3 yang 
mencuat secara nasional. Kasus ini menimpa Muhammad Azwar (Raju). 
Raju adaiah anak be~Sia 8 tahun r;mg didakwa rnelakukan penganiayaan 
tehadap teman sekolahnya, yaitu Armansyah. Pada saat poses 
parsidangan di Pengadilan Negeri Langkat Sumatem Wtara yang 
dipimpin oieh Hakim Tiumaeda banyak mendapat protes. Karena Wakim 
Tiurmaeda melakukan penahan terbdap Raju dengan alasan rang 
kurang tepat dan menmpatkan Raju dalam satu set dengan tahanan 
dewasaJ. Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Tiurmaeda s w r a  tegas 
bertentangan dengan Pasal 45 (3) UU Pwlgedilan Anak, yakni tempat 
tahanan anak h a m  dipisahkan dari ternpet tahanan orang dernrasa. Selaln 
itu proses perneriksaan di persidangan yang dilakukan secara kaku 
temyata membuat Raju rnenjadi tmumatis den histeris ketika masuk ke 
dalam penidangan. 
Beiagrrmnya reaksi dan pemepsi masyarakat Madap  kinerja 
dan pemahaman hakiim anak dalam menjalankan proses peradilan anak 


















menjadi pertanyan tenendlri apakah proses pemriksaan dalam 
persidangan anak sudah memenuhi rasa keadilan terhadap anak sebagai 
plaku meupm rasa keadilan masyarakat Peftanyaan ini menjadi wbuah 
kewajaran mengingat 9 (semMlan) tahun sejak disahkanwa UU No 3 
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak terdapat perubahan yang 
signifikan dalam pemeribaan perkara anak nakal dalarn siidang 
pengadilan, maupun daiam putusan yang dikeluatkan oleh hakim. K m n  
sepintas perubahan ya~ng terjadi hanya pada formalitas proses 
persjdangan yang d i a r  bukan pada substansi peradtlan anak sepetti 
yang diamanatkan oleh beberapa aturan UU fentang anak.. 
Sebuah penelitian di PN Malang mber i kan  sebuah gambwan 
tentang putusan hakim, yaitu dari 62 ienampuluh dua) perkm pada tahun 
2002, 44 (empat puluh empaq perkara pada tahun 2003, dan 58 (lima 
pwluh delapan) perkara pada tahun 2004 semuanya drjatuhi hukuman 
penjara, dan tidak ada sebuah putusan berupa tindakan yang dlberikan 
deh hakim anak6 (Ninit Saulini. 2004). Putusan pidana penjara terhadap 
anak saharusnya memperhetikan. ketentuan bahwa penghukumn 
seorang anak hams sesuai dengan hukum sekaligus sebagai upaya 
terakhii den untuk jangka waktu yang paling pendek wbagaimna 
diamanatkan dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak. Sedangkan 
benlasarkan penelitian pada tahun 2005, diperoteh data, sekiir 24 
* %ulina, Nini 2005. Perliridungan Hukw Bagi T e W M a  Mak Dalam Pmms 


















(dua plUuh empat) perkara anak nakal pada t#ngkat penyi&iken di 
polresta Mafang dilanjutkan ke tingkat penuntuten dan pwsidangan7 (Masil 
Penelitian Nurini Aprilianda, BPF, 2005). 
Untuk perkara anak nakal di propinsi Jawa Tirnur, dari data 
penelitian tahun 9996 PN Swrabaya merupakan Pengadilan Negeri 
peringkat pertama yang menyidarrgkan perkara anak nakal sebanygk 106 
perbra (data tahun 1986 -1896) dengan putusan pidana penjsra 
sebanpk 78% (Made Sadhi &tuC,IQQ6). Berdasarkan latar belakang di 
atas, mdra dalam penelitian ini akan dibahas tentang "ALTERNATIF 
MODEL SIDANG PERKARA ANAK NAKAL XANG BEREASIS 
PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK". 
B. Perurnusan Nknsalah 
1. Bagaimanakah realkta model sidang pengadilan anak yang selama ini 
bettangsung? 
2. Bagaimana altemtif model sidang genanganan anak nakal di 
penggdilan anak yaw menjamin pelaksanaan hak-hsik anak? 
' Nucini A p r i l i i  (2005), Pehksanasn Hak-k Ada Pa& Thgkt Penyidikan,BPP 


















C. Tujuan Penelitlam 
Tujuan peneCiian adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
tentang : 
1. Reatita model sidang pengadilan anak yang selama inl 
barlangsung; 
2. Altematif model sidang dalm penangman anak nadnal di 
pengadilan anak yang menjamin pefmksanaan hak-hak anak 
0. Manfaat Penelltian 
Hasil penetitian diharapkan bemanfaat bagi perkembangan ilmu 
hukum, legislator dan Para Hakim. 
1. Manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, 
khususnya hukum pidana anak &&ah memberbkan tarmbahan 
perbendaharaan teori dan kajian kritis berkenaan dengan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pa& proses 
persidangan Anak MaU. Hasit penelitian ini dapat dljadkan dasar 
pemikiran untuk penyusunan sebuah tmd yang dapat menopang 
proses peradilan Anak Nakal. 
2. Hasil kaiian tembut bad legislator dan PemerEntah (Depghmen 
HAM dan Perundang-undangan) dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan naskah akademik dalam rangka 



















3. Manfaat bagi Para Hakirn adalah untuk rnernperoleh urnpan batik 
(fwd back] dan sarana evaluasi atas pelaksanaan kinerja hakim 
dalarn rnelaksanakan tugaonya. Hasil penelitjan ini dapat dibuat 
rnodul gang selanjutnya dapat digunakan untuk memantapkan dan 
rnernperbaiki pda peiaksanaan hak-hak Anak Nakal da[arn proses 
persidangan, sehingga terdapat harrnonisasi antara ketentuan 


















A. Pengertian Anak Nakal dan Sidang Pengadilan Anak 
Dalam penelitian ini, pengertian anak nakal rnengacu pada UU 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU 
Pegadilan Anak). Menwut Pasal 1 butir (1) UU Pengadilan Anak, 
pengeftian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai urnur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai urnur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan sidang pengadilan anak 
adalah sidang pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara anak sebagairnana diatur dalarn Pasal 3 UU 
Pengadilan Anak. 
8. Pengertian Pwlindungan Hukum 
Menurut Philiphus Hadjon, perlindungan hukurn adalah 
perlindungan akan harkat dan martabat sefta pengakuan terhadap hak 
asasi rnanusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukurn dari 
kesewenang-wnangans. Sedangkan perlindungan hukum menurut 
Univemal Declaration Of Human Rights mdiputi hak diperlakukn secara 



















manusiavlri (Pasal lo), hak diakui sebagai subyek hukum di hadapan 
hukum, dimana saja (pasal 6) serta hak yaw sama di hadapan hukum 
dm hak atas perlindungan hukurn yaw same (Pasal76). 
IBerdasarkan beberapat uraian di atas, yang dimaksud dengan 
perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah hak memperoleh 
perlindungan bagi setiap manusia sebagai subyek hukum wrrtwk 
dlperlakukan secara manusiawi dengan kedudukan yang sama di depan 
hwkum. 
C. HakHak Anak Nakal dalam Sidang Aoak 
Mengemi hak-hak anak dalam persidangan, secara umum yang 
diatur dalarn KUHlAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Psdana) temp 
berlaku bagi anak nakal sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur 
secara khusus dalam WU Pmgadilan Anak. Hak-hak yang tetap 
mengaw pada ketentuan KUHAP adakth sebagai berim. 
1. Hak terdakwa untuk segera diidili ofeh pengadilan (Pasal 50 ayat 
(3) KUHAP). 
2. Hak terdakwa mempersiapkan pembelaan dan hak untuk diberitahu 
dengan jalas dalam bahasa yang dimengerti oiehnya tentang apa 
yang didakwakan (Pasal51 (b) K U W ) .  
3. Hak memberikan ketemngan seGara bebas pada pnyidik atau 


















4. Hak mendapat bantuan juru bahasa bia tidak paharn bahasa 
Indonesia pada pemeriksaan penyidlkan dan pengadilan (Pasal 53 
ayat (1) KUHAP). 
5. Hak mendapat bantuan penterjemah bila terdaKwa Wsu atau tuli 
/Pasal53 ayat (2) KUHAP). 
6. H& mmdapatkan bantuan hukum -1 tersangka atau terdakwa 
pada setiap tinglcat pemeriksaan (Pasal54 KUHWj. 
7. Hak untuk mendapat atau mamillh sendiri penasehat hukum (Pasai 
55 KUHAP). 
8. Hak rnenghubungi dan rnenerirna kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatan, balk yang ada hubungannya dengan 
proses perkara atau tidak (Pasai 58 KUHAP). 
9. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap tersangka 
atau tedakwa kepada keluarganya abu orang lain yang serumah 
dangannya maupun orang lain yang bantuannya diWhkan oleh 
tersangka atau terdakwa untuk rnendapatkan bamkian hukum atau 
jaminan bagi penangguhanmya (Pasat59 KUHAP). 
10.Hak mtuk rnenghubungi atau menerirna kunjungan dari pihak 
keluarga maupun lainnye gum mendapamn jaminan bagi 
penangguhan penahanan abupun usaha mendapatkan bantuan 
hukum (Pasal60 KUHAP). 
11.Hak mengirim swat kepada penasihat hukmnya, dan menenha 


















diperlukan olehnya, untuk kepefluan itu bagi tersangka atau 
terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal62 KUHAP) 
12. Hak menghubungi dan menerina kunjungan rohaniawan (Pasal62 
KUMP) .  
13.Hak untuk mengwsahakan dan mengajukan saksi atu seseorang 
yang memiliki keahlian khusus guna rmembetikan keterangsn yang 
menguntungkan bagi dirinya (Pasal65 KUHAP). 
14. Hak tidak cdibebani kewajiben mbuktian (Pasal66. KUHAP). 
15.Hak untuk minta baneling temadap putusan pengadila~ tingkat 
peftama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segal tuntutan 
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan 
hukum dan puiusan pengaditan dalam acara cepaf (Pasal 67 
KU HAP). 
16. Hak menuntut gamti kerugian a n  rehabilitasi sebagaimana diatur 
dalam Pasel95 K U W  (Pasal68 KUMP) .  
Hak-hak terdaka sebagaimana disebutkan diatas haruslah 
dilihat secara cemat d m  sebaiknya sejak awa! pennetiksaan hak-hak 
tersebut diberitahukan obh pihak yang h n a n g  dalam pemeriksaan 
petkara pidana baik d q a n  terdakwa orang dewasa maupun terdakwa 
anak dalarn rangb rnernhrikan jaminan terhadap kedudukan hak-hak 
terdakwa agar &pat dilindungi dengan pertimbangan hukum yang positif. 
Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 peflindungan yang 


















1 penahan dilakukan setelah dengan rungguh-sungguh 
mempertimbangkan kepentingan anak dan ahu masyarakat. basal 
45 ayat 1 WU No 3 tahun 1997) 
2. Tempat tahanan anak harus dipisah dengan tempat $hanan orang 
dewasa. (pasal45 ayat 3 UU No 3 tahun 1997) 
3. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak 
harus tetap terpenuhi. (pawl45 ayat 4 UU No 3 tahun 1997) 
4. setiap anak Nakal sejak saal ditangkap alau ditahan berhak 
mendapat banban hukurn dari seorang atau lebih pemasihat hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut 
taw cara yang ditentukanl dalam undang-undang ini. (pasal 51 ayat 
1 UU No 3 €ahun 1997) 
5. setiap Anak nakal yang ditangkap abu ditahan berhak 
berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi 
tanpa didengatoieh pejabat rang beMxenang. (pasal 51 a p t  3 UU 
NO 3 tahun I 997) 
Sedmgkan dalam pasal 64 (2) Wndang-undang No 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan anak. dibe)erikan perlindungan khusus terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum antara lain ; 
1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dsngan martabat dan 
hak-hak anak; 
2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; 


















4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang m a i k  bagi 
anak; 
5. pernantauan dan pencatatan terns-menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukm; 
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 
tua atau keluarga; 
7. perltndungan dari pemberian idemtitas melalui media rnassa dan 
wntuk rnenghimdari labelisasi. 
D. Proses Persidangan dalarn Hukurn Acara Pidana 
1. Acara Pemeriksaan Persidangan Menurut KUHAP 
Dalam KUHAP dikenal 3 macam acara pemeriksaan di 
persidangan, terdiri dari : 
Acara Pemeriksaan Biasa ( Pasal152 - 202 KUHAP). 
Acara Pemeriksaan Sigkat (Sumir) ( Pasai 203-204 KUHAP). 
Acara Pemeriksaan Cepat (Roll) (205-216 KUHAP) 
Proses jalannya sidaang persidangan pemeriksaan biasa dalam 
hukum scam pidana adalah sebagai berikut : 
a. Sidang I Pembacaan Surat Dakwaan 
b. Sidang II Pmbacaan Eksepsi Qika ada). 
c. Sidang Ill Tanggapan Jaksa penuntut Urnurn. 
d. Sidang IVTanggapan &s tanggapan Jaksa penuntut Umwm. 
e. Sicbng V Putusan Sela. 


















g. perneriksaan saksi 
h. pemen'ksaan keterangan ahCi 
i. wemetihaan barang bukti 
j. pemeriksaan terdakwa 
k. Sidang VII Pembacaan bntutan (requisitor) 
I. Sidang Vlll Pembacaan pembelaan (Pledoi) 
m. Sidang IX Pembacaan replik ( Tanggapan JlPU atas Piledoi 
terdakwa) 
n. Sidang X Pembacaan Duplik (Tanggapan terdakwa atas replik 
JPU) 
o. Sidang XI Pembacaan putusan 
2. Acata PPemeksaan Persidangan Menurut UU No 3 tahun 1997 
Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasamya sama 
dengan perzrdilan umurn, yaitu peradsan pidana. Narnun rnengkzgat 
bahwa subjeknya adalah anak yang bsrbeda dengan subjek peradilan 
umum lain, maka terdapat beberapa pecbedaan dan petfakuan khusus 
yang dibuat untuk kepentingan anak. Ketentuan tersebut tercantuem &lam 
Undang-undang Mo.3 Tahun 1997 Tentang Pengaditan Anak yang 
meliputil-hal berikut ini 
Pmbatasan umur anak, yaim adanya pembatasan umur bag) 
terdakwa anak yang diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai 
dengan Pasal I jo Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 


















diajukan ke sidang Peqadilan Anak minimal berurnur 8 (ddapan) 
tahun d m  maksimal hrumur 18 (clelapan betas tahun) dan belum 
permah melakukan perkawinan; 
Ruang lingkup permasalaan yang diajukan dibatasi khusus 
untuk perkara anak nakal, artinya bahwa perkara yang diajukan 
ke sidang Pengadilan Anak khusus mtuk perkam yang 
menyangkut anak nakafe. 
Pemwiksaan sidang anak dilakukan oleh pqabat khusus yang 
ditujuk untuk perkara anak nakal, untuk pemeriksaan perkara 
and di sidang pengadilan dkngant oleh Hakim Anak yang 
dhtunjuk oleh Mahkamah agung $an syarat-syaratnya diatus 
dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 @hum 1997 Tentang 
Pengadilan Anak; 
h r a  pemeriksaan sMang an& dllakukan sectam krbtup demi 
kepmtingan mak sesuai dengan Pasal8 ayet 1 Undang-un&ng 
Nb.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; 
Pemefiksaan aid- anak diiWkan dalam suaeana 
kekeluargaan sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 Undang-undang 
N0.3 tahun 1997 Tentang Pmgadilan Anak, oleh sebab itu para 
aparat penegak hukum yang menangani pemeriksaan perkara 
anak tidak diperkenankan rnmakai pakaian dinas; 


















Pemen'ksaan sidang anak diiakukan oleh Hakim tunggal 
sebagaimana teroantum dalam Pasal 11, 14 dan 18 Undang- 
undang No.3 tahun 1997 Tenfang Pengadilan Anak baik pada 
tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 
maupun pada tingkat kasasi; 
Dalam pemeriksaan sidang anak berdasarkan Pasal56 Undang- 
undang No.3 tahun 11997 Terntang Pengadilan Anak menyatakan 
bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Pembimbing 
Kemasyarakatan dalam menjatuhkgn putusannya ; 
Masa penahanan untuk anak nakal dalam perneriksaan sidang 
anak lebih singkat dibandingkan dengan maoa penahanan untuk 
terdakwa orang dewasa. Masa penahanan untuk terdakwa anak 
dalam untuk kepentingan sidang enak diitur dalam Pasal 
44sampai dengan Pasal 49 undang-undang No.3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Amk yaitu dalam jangka walktu 15 ham' dan 
dapat diperpanjang paling lama 30 hari ; 
Selama persidangan tardakwa anak berhak untuk didampingi 
oleh orang tua, penasihat hukwn dan Pembimbing 
Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 2 
Undang-undang No.3 tahun 7997 'Tientang Pengadilan Anak; 
Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Anak bagi terdakwa anak 
rang terbukti meiakukan tindak pidana lebih ringan dari ketentuan 


















Pasd 22 sampai dengan Psal 32 Undang-undirng No. 3 tahun 
1997 Tentang Pengadialn An& yang menyatakan bahwa sanksi 
hukuman yang diiatuhkan Hakim untuk anak nakal bisa berupa 
pidana mupun tindakan. 
Anak yang melakmn tmdak pidana dapat diiatuhi pidana 
maksimum % (seperdua) dar maksirnum ancaman pidana penjara 
bagi orang dewasa. (pasal26 ayat 1 WU No 3 tahun 1997) 
Anak yang melakvkan tindak pidana d m n  ancaman hukuman 
mati atau surnur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada 
anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. (pasal 26 
ayad 2 UU NO 3 tahun 1997) 
Anak rang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 
orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang 
cdewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. (pasal 7 ayat 1 
UU No 3 Mun 1997) 
M k  yang dakukan tindak pidana bersam-sama dengan 
anggota Angkatsln Barsenjata RepuGli Indonesia diajukan ke 
Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Efersenjata Republik 
Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer. (pasal 7 ayal2 UU No 3 
tahwn 1997) 
r Hakim, Penontut Umum, Penyidik, d m  PenasEhat Hukum, serta 
petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak rnemakai toga atau 


















Hakirn memeriksa pefkara anak dalarn sidang &eMup. (pasal 8 
ayat 1 UU No 3 tahun 1997) 
Dalm ha1 tertentu dan dipandang peflu, perneriksaan perkara 
anak sebagairnana dirnaksud dalarn ayat 1 dapat dikkukan dalarn 
sidang terbulka. (pasal8 ayat 2 UU No 3 tahun 1997) 
Dalarn ha1 sidang dilakukan dalarn keadaan tertpltup, maka yang 
dapat Radir dalam pefsidangan tersebut adalah orang tua, wati, 
atau orang tua asuh, Penadhat Hukum, dan Pembimbing 
Kernasyarakatan. ( p a d 8  ayat 3 UU No 3 Tahun 1997) 
Narnun selain rnereka yang disebutkan di atas, orang-orang 
terterttu atas izin hakii atau mjeCi h a m  dapat mmghadiri 
persidangan tertutup. (pasal8 ayat 4 UU No 3 Tahun 1997) 
Putusan pengadilan ahs perkara anak yang ddakukan dalarn 
persidangan terhitup, diucapkan da lm psrsidangan yang 
terbuka untuk urnurn. (pasal8 ayat 6 UU No 3 Tahun 1997) 
Apabila ketentuan dalarn pasal 8 dan pasal 6 UU No 3 Tahun 
1997 tidak dilaksanakan, rnalra putusan hakirn &pat dinyatakan 
batal &mi hukwn. ( p a d  153 ayat 4 KUHAP) 
Syarat menjadi hakim anak : 
a Tdah berpengalaman sebagi hakirn di pengadilifn dalam 
lingkungan Peradilan urnurn. 



















E. Tugas dan wewetlang Hakim Anak 
1 Pengeftian Huklm Anak 
Pengertian hakim Masarkan kamus besar bahasa Indonesia 
adam orang yang rnengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah 
dan &pat juga berarti omng-arang pandai, budiman dan ahIi atau orang 
yang bijak". Mengadili yang dirmaksud diiini adalah serangkaian tindakan 
hakim untuk menerirna, memeriksa dan memutus perkara pidana 
betdasarkan asas bebas, jujw dan Wak memihak di sidang pengadilsn 
dalam ha1 menurut cara sebagaimana Oiatur dalarn Pasal 1 angka 9 
K U W ,  serhngkan menurut Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman kedudukan hakim diatur dalam pasal 31 dan 32 
yang barbunyi, "Hakim adalah pejabat yang melakubo kekuasaan 
kehakiman yang diatur dalam undang-undang ini". Sedangkan rnenurut 
Pasal 32, 'Hakim harm memiliki imtegritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidolng hukum" 
2. Tugas dan Wewenang Hakim 
Jugas hakirn bemasarkan Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa 
atgas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadlli serta 
memutus perkara yang dierjukan padanya. Perkara tersebut d a m  berupa 
perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. 
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Hakirn bertugas mengadili apabila terjadi smgketa atau 
pelanggaran hukum dan juga perbedaan kepentingan antara sesama 
anggota masyarakaf (perseorangan mau pun hactan hukum) maupun 
antara perseorangan dengan kekuasaan (badan hukum publik) ataupun 
badakbadan administrasi satu sama lain. 
Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakirn mempunyai 
kewajlban untuk menggali, mengikuti dan memahami nil&-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain iEu berdasafkan Pasal 
29 ayaf 3 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, seorang haklm wajib 
mengundwkan din deri pemidangan apabila terikat hubungan kekrarga 
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suemi ishi 
meskipun telah bemerail dengan ketua salah satu hakim anggota, jaksa, 
advokat &u panitera. 
Weuvenang adalah landasan hukum bagi hakim antara lain 
dapat disimak dalam KUHAP dan URdang-undang No. 4 tahun 2004 
tentang Kekwasaan Kehakiman. Dakm hukurn pidana yang dimaksud 
mengadili adaiah sarangkaian tindgkan hakim unhrk menerirna, 
merneriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujw 
dan tidak memihak di sidmg pengadihn &lam ha1 d m  menurut cara 
yang diatur dalam KUHAP (Pasal I butir 9 KUHAP), dari pasal tersebut 
dapat dkimpulkan bahwa wewenang hakim uhmnya adalah mengadili 


















pidana. dalam ha1 ini pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi 
asas kebebasan, kejujuran d m  tEdak memihak Selain mengadili 
wewemng hakim antara lain meliputi: 
a) Untuk Kepehtlngan pemeriksaan hakim fiisidang pengadilan 
dengan penetapannyn berwenang rnelakokan penahanan (Pasal 
20 ayet 3 jo Pasal36 KUHAP) 
b) Penyidik, penuntut umwm serta hakim berwenang mengalihkan 
jenis penahanan yang s&u dengan jenis psnahanan yang lain ( 
Pasal23 ayat I jo Pasal22 KUHAP) 
c) Menentukan bahwa anak yang beturn mencapai usia 17( tujuh 
belas) tahun tidak diperkenankan menghadri sidilng (Pasd 153 
ayat 5 K U W )  
d) Memwintahkan supaya Qrdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam 
tahansn ia dihadapkan &lam keadaan bebas ( Pasal 154 ayat I 
KUHW) 
el Kewangan-kewenangan lain yang berhuhngan dengan 
kelanwan dan term persidangan, baik yang berhubungan dewan 
terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum dan penasihat 
hukwn. 
Ketentuan pasal-pasal dalam KUMP maupun datam Undang- 
undang Kekuasaan Kehakiman mengenai tugas dan wewrenang hakim 
sebagaimana dijelaskan diatas berlaku pula pada sidang pengadilan bagi 


















dalam UU Pengadilan Anak kwena dalam pemidanganan anak 
penggunaan Undang-undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan 
khususnya didahulukan dari KUHAP. Hal-ha1 khusus mmgenai tugas dan 
wewenang haklm dalam UU Pengadilan Anak yang b M a  
pengaturannya dsngan KUMP antara lain, meliputi: 
a) Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan kepada pembimbing 
kemasyamkatan unhk menyarnpaikan hasil lapom mengenai 
anak terdakwe yang bemangkutan (Pasal56 Undang-undang M0.3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Pmak) 
b) Haklm pada sidang Pengadilan anak bewenang rneflgeluarkan 
surat perintah pena4-tanan anak yam sedang diperiksa paling lama 
15 hari dan dapat diperpanjang selam 30 hari (Pasal47 Undang- 
undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Analc) 
C) Pada pemeriksasn sideng anak hakirn dapat menwintahkan agar 
terdakwa anak di bewa keluar nrang sidang dengan maksud untu 
menghindari adanya halhal yang dapat mempengawhi jivva anak 
Sebetum menjatuhkan putusan haWm bewenang rnemberikgn 
kesernpatan kepada oraw tua, wan atau orang tua a%uh untuk 
mengmukakan segele ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Selain itu 
dalam putusannya h a m  wajib mempertimbangkan laporan pembimbing 
kemasyarakatarn dan selanjutnya pufusannya wajib diucapkan dalam 



















3. Hak dan Kewajiban Wakim 
Hak dan kwgjiban hakim menurut Pasal 28 ayat I Undang- 
undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah: 
1) Hakim -jib menggali, mengikuti dan rnernahami millai-nilai hukum 
dan rasa keadflan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2) Dalam mempertisnbangkan berat ringannya hukurnan, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat sifat baik dan jahat dari terdakwa. 
Berdaearkan ketentuan tersebut & i s ,  bk i rn  dalam 
melaksanakan tugasnya bukan hanya m e w i k s a  dan mengadili 
berelasavkap peratwan hukuml yang ada te-I juga berusaha untuk 
menwi dan menemwkan niM-nilai hukum yang Wdup dalam masyard&, 
artinya bahwa harm dalam putusannya tidak hanya msnerapkan 
pewtumn hukum yang tertulis bpi  ia juga hams juga mampu msnciptakan 
hukum krdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam 
masyarakat itu sendirk 
F. Kowep Model Sfdang 
1. The Adrwaty Model 
Prinsip utama yang dikedepankan dalam We Advmary Model 
adalah ": 
a. Kedudukan tertuduh dengan jaksa adralah sama dalam 
menyelesaikan sebuah "sengketa". 


















b. Tujuan utama proses persidangan adalah untuk menyelesaikan 
sengketa yang tirnbul akittat kejahatan. 
c. Menggunakan mra pengajuan sanggahan atau pernyataan 
(plaedingJ dan terdapat lembaga jaminan dan perundingan untuk 
beradu argurnentasi dengan mernbeakan batasan aturan main 
dalam sidang. 
d. Para pihak memiliki fungsi otonorn, yaitu : 
- Jaksa melakukan penuntutan 
- Menetapkan fakta-falcta yang hams dibuktikan. 
- Tertuduh menolaklmenyanggah tuduhan jaksa 
- Tertuduh dapat menentukan fakta mana yang 
rnengunfungkan untuk dirinya. 
e. Hakim berslkap sebagai wasit yang netral dalam mgketa, dan 
barw aktif setelah ada satah satu pihak yang mmgajukan keberatan 
atas aqumentasi yaw diajukan. 
f. Berolientasi pada perrlindungan seseorang yang Bdak bersalah. 
2. me Nen Adversary Model 
Dalam The non adwmary m d e l  prinsip rang digunakan 
dalam proses persidangan adelah : 
a. Proses pems~iksaan bersifat formal dan berkesinambungan serta 


















b. TUjuan utama diadakannya perneriksaan untuk menentukan 
apakah perbuatan yang ffiakwakan tersebut terrnasuk pefbuatan 
pidana atau tidak Kedudukan para pihak tidak sejajar 
c. Orientasi pemeriksaan W k  rnencari kebenaran rnateriil 
d. Temtduh sebagai obyek dalam perneriksaan dalam persidangan 
dan semua informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan 
dalam pembuktian 
e. Hakim dapat m&i serta apakah pemidanaan dapat 
diberlakukan. 
f, fakta SeCBra bebas dad apa yang diajukan oleh para pihak 
3. Crhne ConW Model 
Prinsip yang digunakan dalam &me mntml model antara lain : 
a. Pelalcsanaan pxneriksaan dengan menerapkan asas "P~surntion aT 
glsliI8 sehingga p d s i  tertuduh sebagai objek dalam pemeriksaanl 
tidak sejajar. 
b. Model yang digunakan berupa madel administratif untwk efesiensi 
dan kecepatan pemeriksaan. 
c. Fakta-fakta yang digunakan dalam pembuktian adatah fakta-fakta 
admimistratif. 
d. Tindakan represif dapstt digunakan daiarn proses pemeriksaan. 
4. Due Process model 


















a. Mernegang teguh prinsip "presurntEon of innocent", dalam 
pengertian : 
1) Seseorang baru dianggap bersakh setelah diietapkan 
aleh lembaga yang berwenang dengen prosedur yang 
benar. 
2) Jika perandungan hukum terhadap Bertuduh oleh 
undang-undang tidak dapat berlaku efektif maka 
seworang tidaK dapat dianggap bersalah. 
b. Model ini l eM  menekankan pada pencegshan dan mienghapuskm 
mekanicsme gdrninistrasi peradilan. 
c. Madel ini menempatkan individu secarg utuh dan uQma &lam 
proses peradilan 
5. Family .coUrf Model 
Ptinsip yang dfkedepankan dam Family cowt model adatah 
pernbeiaan terhadap hak-hak temngka dalam proses pameriksaan. 
Model pemerikman dalarn persidangan dengan saiu hWm, satu mmalah 
dan satu pemeriksam perridangan. Upaya perwxiksaan diwehkan pada 
proses medasi, konsultasi. 
6. -Jusdlce Model 
Resloretive jusMoe mwpakan suatu W k  perranganall 
abternatif yang meliatkan pelaku, korban, diln masyarakat secara aktif. 
Prinsip in1 mewajibkan pelaku bertanggung jsswlab temadap perbuaanrtya 


















merugikan korban dan masyarakaf. Perbedaannya dengidn sistem hukum 
yang ada, rnasyarakat secara aMf Mibat dalam membantu 
pertanggungjwaban pelanggar, mendukung korban, dan menjamin 
kesempatan pelaku untuk membuat perubahan". 
7. Model Sldang menurut UU No 3 tahwn 1997 
Model sideng yang terdapat daiam UU No. 3 tahun 1997 
mempunyai cirl-ciri enbra lain : 
a. Hakitin yang mengadili perkara anak nakal wrsebut adalah 
hakim tunggal 
b. Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat anak dalam 
pemeriksaan tidak rnenggunakan toga. 
c. Pemeriksaan dilakukan dengan kekeluarggam 
d. Pada pemeriksaan sidang anak hakim dapat memerinbahkan 
agar terdakwa anak di bannra keluar mang sidang dengan 
maksud untu menghindari adanya halhal yang dapat 
mmpengaruhi jiwa anak 
e. Pemeriksaan sidang hanya menyangkut saw permasalahan 
dan dilakukan seafa tertutup. 
l2 hap:IM.Hklmn-mIryatwm,Menen~ Rwang S h n g  Anak PN BgndungB dialtses 




















A. Pendakatan PmelEtian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*!d research) 
yang berusaha mendeskt'ipsikan faMa-falcta tentang pelaksanaan 
petddangan anak nakal dengan cam melakukan observasi dan 
wawancara terhadap respondm yang mpunya i  relasi dengan model 
sidang anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiofogis, 
artinya pnelibian ini krpijak pada studi sosiologis untutt rnengetahui dan 
menganalisis ketentuan yuridis tentang proses persidangan anak nakal 
dan dampak peraturan perundang-urndangan tentang. mak daiam reatita 
model sidang yang selama ini dbkukan. 
B. Lokasi PweHtian 
Penelihn ini dDakukan di Pengadilan w e n  MaSang 
(selanjutnya dbebut PN Malang) dan Pengadllan Negeri Surabaya 
(selanjutnya diiebut PN surabaya). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 
pertjmbangan bahwa Surabaya dan Mklang merupakan kota terbesar di 
Jawa Tirnur dengan jumlah perkara anak nakal yang relatif lebih tinggi dl 
banding kota lain di Jawa Timur. Wilayah hukum PN Malang meliputi Kota 
Malang dan Kota M u .  Sedangkan wilayah hkum PN Swabaya rnetiputi 
kota Surabaya. Selanjutnya, berdasarkan hasil obse~ast pendahuluan, 


















Penelitian tentang Penerapan Hak-Hak Anak NakaO dalam Proses 
Persidangan pentin~ untuk diteTiti sehubungan dengan diberlakukannya 
UU Pengaditan Anak masih terdapat pelanggaran temadap hak-hak anak. 
C. Populasi dan sampsl 
Populasi dalarn peneiitian ini adalah Seluruh Hakim PN Malang, 
PN Surabaya seas anak nakal dan orang tuanya. Sedangkan sampel 
penetitian ini adalah para Hakim Anak di PN Matang, PN Surabaya, anak 
nakal dan orang tuanya yang perkaranya disidangkan di PN Malang dan 
Surabaya. Teknik pengambilan sample dilakukan secara purposive 
sampling dengan cara mengambit anak nakal dan orang tuanya serta para 
Hakim Anak Di PN Malang dan PN Surabaya yang rnempunyai 
kompetensi. pengalaman, pngetahuan yang baik, dan mehyaksikan 
kejadlan-kejadian yang berhubungan p r w s  peradilan anak. 
D. Jenis dan sumber data 
Jenis data dalam bentuk kata-kata atau pemkapan &isesuaikan 
dengan Wng-undang, dokurnen-dokurnen berupa kasus anak yang 
melakukan tindak pidana. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari somber pertwna. yaitu 
meklui wawancara atau interview dengan infotanan y*u: Makim 


















tahun 1997, UU No 23 tahun 2002, UU No 4 tahun 1979 dan 
kepres No.36 tahun 19W dalafn sidang anak. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak 
langsung. Data sekunder melalui studi kepuatakaan, d&umentasi, 
arsip, data pemerintah, buku, jurnal, najalah, makalah ifmiah den 
lain-lain. 
E. T&nlk pengumpulan data 
Data primer dalam penelltian ini cfkurnpulkan melalui 
wawancara terstruktur dengan panduan kuesioner tetbadap hakim anak 
di PN Malwg , PN Surabaya dan anak nakaJ selta malFukukan observasi 
langsung di pengadilan untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak anak 
nakal pada proses persidangan di Pengadifan Megeri Malang dan PN 
Surabaya, juga melihat real& m&l sWang pangadillan anak nakal yang 
berlangsung sdama ini. W a n g  untuk lebth mng@ksplmsi pemahaman 
hakim tentang substansi Undang-Undang No 3 tahun 1997 Wang 
pengadilan anak maka dilakukan wawancara mendalam. 
Data selcunder digunakan teknik penelusuran bahan hukum dan 
dokwnendokumen persidangan anak nakal sejak tahun 2001 sarnpai 
dengan tahun 2006.dari kepustakaan instansi yang Wrkait dan PDlM 
Fakultas Hukurn Universitas brawijaya. 
F. Tabik analisis data 
Metode analisis data penelitian ini adalah analisa deslviptif 


















berdasafkan jenis-knis rnasalah penelitian, kemudian data tersebut 
diinterpretasikan. Interpretasi data bertujuan untuk memberikan atti yano 
signifikan terhadap analisis, Data yang telah dianalisis ditambahkan pada 
data yang telah diinterpretasi. Data yang tidek lengkap diberikan 



















HASlL DAN PEMBAHASAN 
A. Realita Perkara Anak Nakal Yang Terjadi Di PN Surabaya dan 
PN Malang 
Perkara anak nakal dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan yang eukup bwarti baik di PN Malang Maupun PN Surabaya. 
Untuk rnernberikan gambaran tentang realita kasus tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 1 berikut ini. 
Tabel 1 
Jumlah Kasus Kenakalan Anak Yang Terjadl 
Di PN Surabaya Dan PN Kota Malang 
Tahun2003-2005 
Dari Tabel 1 diatas nampak bahwa perkara anak nakal wilayah 
hukum PN Surabaya jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan yang tejadi 
di lingkungan PN Kota Malang, namun jika dicermati rneskpun jumlahnya 
lebih kecil namun sebetulnya jumlahnya cukup tinggi jika dibandingkan 
dengan jurnlah penduduk kota malang yang jauh lebih sedikit maka 
jumlah tersebut cukup memprihatinkan. Sebagian besar pelakunya baik di 


















Hal ini ww i  dengan pendapat Paul W Tappan rang 
mengemukakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak kki- 
lakit wupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak 
laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripacla anak 
perempuan pada batas usia tertenb~'~. Sebaran usia sebagaimana 
nampak pada Tabel 2 di baweh Eni. 
Tabel 2 
Usia Anak Pelaku Tindak Pidana 
Di PN Surabava dan PN Malang 
Secara psikis anak nakal sebetulnya memang berada pada usia 
yang rawan yaitu usia 15 sampai 18 tahun, sebanyak 193 anak (91,03 
%) di Surabaya dan sebanyak 120 anak (91.6%) di Malang. Hal ini seifing 
dengan hasil penelitian Wagiati Soetodjo yang menyatakan bahwa usia 
seorang anak yang sering melakukan kenakalan adalah berkisar antam 
- 
Tahun 2603 - M@S 





















































usia 15 sampai dengan 18 tahun." Hal Webut dapat dimngerti karma 
pada usia tersebut adalah rnerupakan suatu proses transisisi dirnana 
tingkah laku anti sosial yang potensiai disertai banyak pergobkan hati 
yang dapat membuat anak kehitangan kontml. Apabila dibiarkan tanpa 
adanya pembtnaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu okh 
semua pihak, rnerka gejala kenakalan anak ekan menjadi tindakan yang 
mengarah pada tindakan yang bemifat krianinaliita~.'~ 
Batas umur tertentu bagi anak memang merupakan faktOr 
penting dalarn kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Stephen 
Hurwitz yang rnenyatakan bahwa : "age is an important factor in fhe 
Bsrikut ini akan diuraikan tentang proses persidangan secara 
umum di PN Surabaya dan PM Malang 
1. Sldang Pengaditan Anak 
Dalarn Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tenbng Pengadilan 
Anak pengertian Pengadilan Anak adalah sebuah pengadilan yang 
diselenggarakan untuk rnenangani perkara pidena khus~lsnya bagi 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak. S i n g  pengadilan anak yang 
disebut dengan sidang anak bertugas dan bmvenang memeriksa, 


















undang-undang diatas disebufkan bahvlil pengadilan anak adalah 
pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan 
umurn. 
Prosedur dalarn sidang pengadiiart anak rnmpunyai beberapa 
ketentuan yang berbeda dengan perneiiksaan sidang untuk orang dewasa 
pada urnumnya yang mengaco pada KUHAP . Untuk mengetahui realita 
proses persidangan An& rnaka dilahkan penelftian di PN rndang dan PN 
Surabaya. 
Pemeriksaan sidang anak dilakukan khusus oleh Hakirn Anak, 
hakim anak adalah hakirn pengadilan negeri yang dianggap nternenuhi 
syarat untuk diangkat rnenjadi hakirn anak, syarat untuk menjadi seorang 
hakim anak diantaranya menjalani pelatthan sebagai hakirn anak. Setelah 
selesai pelatihan diangkat sebagai Hakirn Anak oleh Ketua Mlahkamah 
Agung RI melalui surat kepotusan dengan rnemperhatikan usul Ketua 
Pengaditan Negeri tempat hakirn yang befsangkwtan bertugas yang 
disampaikan melalui Ketua Pengadiian Tinggi sesuai dengan ketentuan 
Pawl 9 Undang-undang Pengadihn Anak. 
Menurut Burhanuddin walaupun banyak tersedla hakirn p n g  
telah berpengalaman lama, akan tetapi rnereka tidak mungkln diangkat 


















perhatian dan memahami masalah anak". Dalam relitanya temyata untuk 
rnenjadi hakirn anak mempakan penunjukap dari instansi yang 
bersangkutan, dalarn pengetian atasan langsunglah yang 
merekomendasikan kepada MA unbk rnengikuti pdatihan hakim anak dan 
selanjutnya dapat menangani kasus anak"? 
3. $uasana pemeriksaan kekeluargaan 
Suasana kekehrargaan dalarn pemeriksaan pemidangan secara 
implisit terdapat dahm penjelasan pasal 6 yaitu untuk rnsrrciptakan 
suasana kekeluargaan dalm pemeriksaan rnaka, para pejabat pemeriksa 
yaitu hakim, penuntut m u m  dan penasehat hukurn tidak diperkenankan 
rnengenakan pakaian dinas atau toga termasuk juga panitera yang 
membantu hakim tidak diperkenankan rnengenakan jas. 
Pada proses pemeriksaan pada sidang anak di PN Malang 
pemah terjqdi penyimpangan dimana Hakim Anak yang merneriksa 
perkara anak pepernah lupa tetap mengenakan toga saat lmemriksa 
perkara anak walavpun toga tersebut tidak dipakai sampai acgra 
pmeriksaan selesaj. Alasannya karena hakirnnya khilaf karena baru saja 
rnenyidangkan kasus pidana orang Bewasa sehingga lupa tidak mencopot 


















Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal42 ayat I 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan perkara anak di pengadiian dilakukqn 
&lam suasana kekeluargaan. Semua pakaian dinas tersebut tidak 
diperkenankan untuk dipakai dengan maksud agar jalamya parsidangan 
tidak memberikan kesan seram dan menakwtkan bagi terdakwa anak yang 
diperiksa. 
Sedangkan Burhanudin berpendapat bahwa suasana 
kekeluargaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi makna persidangan 
itu sendiri, hakim penuntut umutn penasehat hukum dan petugas lain- 
tjdak rnernakai toga, cara penyampaiannya dalarn persidangan bebreda 
dengan terhdap orang dwasa, pada anak nakal penyampainnya lebih 
halus.Pelaksanaan saat ini, sudah menceminkan suasana kekeluargaan. 
Hakim hams menjwai perasaan anak. Ruang sidang anak di PN MaEang 
tiW tetap, tergantung pada saat sidang ruang mana yang tidak 
digunakan. Penambahan fasititas dm perubahan bsnEuh ruang untuk 
sidang anak Udak dipedukan, karena apa yam teiah ada sudah memadai 
seperti persidangan orang dewasa. Kmudian apabiPa ckalam proses 
persidangan, anak nakal sullt untuk diiintai kebangen. salah satu cara 
dengan melakukan pendekatan kepada orang tua, dengan bantuan orang 
tua agar anak tersebut tidak taka Pertanyaan yang diajukan dlsampaikanl 


















Biasanya, apabila ditingkat penyidikan mudah rnemberikan ketcrangan 
untuk selanjutnya ditingkat mdangan  akan rnudah jugaZ0 
4. Acara pemdksaan tertutcrp 
KeCha rnernbvka persicYangan anak, Hakim Anak yang bertugas 
akan rnenyatakan bahwa sideng dibuka dan dinyatakan tertutup untuk 
urnum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-wndang 
No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa 
acara perneriksaan sidang pengadilan anak dilakukan secara tertuhlp 
demi kepentingan an&. Apabita pads persidangan pericafa anak hakim 
lalai rnenjalankan persidangan yang tertutup untuk umurn walaupun 
persidangan tersebut tidak ada penontonnya sekalipun, persidangan 
tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Konsekuensinya adalah 
persidangan wajib diulang kembali dengan persidangan yang teatup 
untuk umum dan hakirn wajib rnenjatuhkan putusannya kembali2'. 
Ketentwn mengenai acara pemetiksaan yang teffutup tersebut juga 
sejalan dengan Pasat 53 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak yang mentyebutkan bahwa sekdah hakirn 
rnernbuka sidang dan menyatakan sidang W t u p  umum, terdakwa 
dipanggil masuk beserta orang tua, wall ataw orang tua asuh, penasihat 
hukm dan Penibimbing Kernasyarakatan. 
" Wowauwr8 dengsn Burhaaudin Ha& An& PengP41'lan Negeri Mdang pada tanggal 21 Agustus 
2006 



















Dalam menyidangkan perkara anak yang batal demi hukum 
diusahakan agar perkara tersebut didangkan oleh hakim yang sama 
yaitu hakim yang pernah memeriksa dan rnemutus perkara BemM 
dengan alasan bahwa selain hakimnya menguasai rnabri perkaranya juga 
untuk m~nghindari perbedaan pendapat apabila disidangkan dengan 
hakim lain"22. 
5. Disldangkan oleh hakim tunggal 
Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadiian Anak dinyatakan $aha  hakirn memeriksa dan 
memutus perkara anak pa& tingkat pertama sebagai hakirn tunggal. Hal 
ini juga dilakukan pada tingkaf banding atgu kasasi (Pasal 14 clan 18 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Tujuannya 
adalah agar sidang perkara anak dapat diiesaikan dengan cepat. Untuk 
perkara yang pmbuktiannya sulit pemwiksaan dapat dilakukan dengan 
majelis (Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 19k)7 Tentang 
Pengadilan Anak). Menwut Burhanuddin selain atas dasar pembuktiannya 
yang sulk perkara anak yang dlperiksa dengan hakim rnajslis Msa juga 
didasarkan pada aliasen bahwa perkara tersebut mrupakan perkara 
pidana yang mendapatkan perhatian rang cukup luas davi masyarrrkat 
karena tennawk perkara yang menmebohkan masyarakat sehingga 
perkara tersebut diperiksa oleh hakim maJelis walaupun perkara tersebut 
bukan tfndak pidana yang diancam pidana 5 tahun keatas. Dasar 



















hukumnya adalah Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak yang didaiamnya juga menyatakan bahwa 
selain karena alasan tindak pidanannya yang teltentu yaitu perkara pidana 
yang diancam pidana lebih dari 5 tahun dan ptmbuktiaannya sulit, apabila 
dipandang perlu oleh hakim maka perkara anak dapat diperiksa dengan 
hakim majelisz3. 
1. Hakim wajib memprtimbangkan laporan Pembimbing 
Kmasyarakatan 
Sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak, dalam pemeriksaan sidang anak sebelum 
sidang dibuka hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
menyampaikan haporan hasil penelitian kemasyarakabn mengenai 
lerdakwa anak yang bersangkutan untuk mendapaSkan data yang lebih 
lengkap. P e m b i i b i  kemasyamkatan dslam ha1 ini adalah petugas 
pmasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ada pada Balai 
Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Adapun 
taporan Pembimbing Kemasyarakatan isinya memuat hal-ha1 sebagai 
berikut : 
a) Identitas anak, Orang tua dan susunan keluarga dalam satu 
rumah 
b) Pennasalahan; 


















d) Tanggapan anak terhadap pennasalahan yang dihadapi; 
Keadaan kellrarga; 
e) Keadaan lingkungan rnasyarakat; 
f) Tanggapan pihak kduarga, masyarakat dan pemerintah 
setempat; 
g) Kesimpulan dav saran.24 
Menurut Burttanuddin, laporan Pembimbing Kemasyarakatan 
tersebut merupakan salah satu bahan penting dalam rnenjaluhkan 
putusann~a~~. Hal ini sesuai dengan P a d  59 Undang-undsng No. 3 
Tahun 1997 Tentang Pengaditan Anak yang rnenyatakan bahwa laporan 
Pembimbing Kemasyaaatan wajib dipertimbangkam oleh hakim dalam 
putusannya. Merupakan kewajlban bagi hakim untuk dipelrtimbangkan 
dalarn putusannya karena isi dari laporan Pembimbing Kemasyarakatan 
tersebut didalamnya batisikan data tentang kehidupan sosial anak dan 
kesimpulan atau pendapat dari Pernbimbing Kemasyarakatan tentang 
terdakwa anak yang $ersangkutana. 
Pembimbing Kemasyarakatan teriibat tetapi s e t a s  sebagai 
peneliti dalam meneliti anak nakal dalam masyarakat alari segi perilaku 
sasial, ekonorni dan keagamaah ia menyampaikan penda-a yang 
nantinya juga sebagai pertimbangan oleh hakim dan mempunyai wafib 
24 Gat& ~ramono,2000. Hukum Acem PangadIan Anak. Jambatan, Jakarta. ha1.68 
25 W m r a  dengah Burhantrddii, Hakii hnak Pengadnsn Negeri Matang pada 
tanggal 21 Agustus 2006 
W a w ~ ~ ~ a r a  dertgan Sri Anggarwati, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang p d a  


















mengtkuti persidangan. apabila Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir 
rnaka sidang akan ditunda. Laporan peneliiian yang dibuat oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bukan merupakan alat bwkti 
walaupun pada prinsipnya wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam 
putusannya. Menurut beiiau alasannya adalah karena hrdasarkan Pasal 
187 KUHAP alat bukti tertulis atau surat harus dibuat berdasarkan sumpah 
jabatan atau diikuti dengan sumpah. Namun apabila Pembimbing 
Kemasyarakatan tersebut melaksanakan tugasnya sebagsi pejabat yang 
disumpah rnaka laporannya bisa dijadikan alat bukti karena laporannya 
tersebut merupakan hasill dari keahliannya kalau tidak maka itu bukan 
meyakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selain itu 
menurut Burhanuddin, apabila halcim @dak mempertimbangkan laporan 
Pembimbing Kemasyarakatan maka putusannya berakibat batal demi 
hukumn. 
7. Masa penahanan lebih singkat 
Dasar hukum untuk melakukan penahanan diatur dakm Pasal 
44 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut 
Sri Anggannrati, mengenai penahanan terhadap anak nakal &tap 
diperlukan sepanjang sesuai dengan Pawl t (211) KUHAP, selama 
menjadl Makim Anak di Pengadilan Negeri Malang, beliau befum pemh 
rnelaukan perpanjangan penahanan terdakawa anak untuk kepentingan 
pemeriksaan lebih dari 30 (tiga pUuR) hari hrena pada prinsipnya 
'' Wewancata dengan Burhanuddh, Hakim AMk Pengadtlan Negerl Malang pa& 


















pemeriksaan sidang anak harus dilakukan lebih cepat dari pemeriksaan 
untuk orang dewasa. Apabila sidang dengan terdakwa orang dewasa 
dilakukan hanya seminggu eekali maka untuk sidang dengan terdakwa 
anak bisa dilakukan 2 sarnpai 3 kali dalam serninggu2' 
Berikut ini akan disajikan Tabel 3 tentang jumlah anak nakal 
yang ditahan oleh PN Surabaya dan FN b t a  Malang tahun 2003-2005. 
Tabel 3 
Jumlah Anak Nakal yamg 121tahan 
Di PN Surabaya dam PN Matang 
Tahun 2003-2005 
- 
PN Surabaya PN Malang 
Tahu~n TMak Ditahan Tidak 
Sumbec Data sekunder, didah. 
Berdasstrkan Tabel 3, &pat diliiat bahwa, dari 212 an& nakal 
di PN Surabaya. W,27 % ditahan. Sedangkan untuk PN Mahng. 100% 
anak nakal dithlhitn pada tingkat pwsidangan. 
Alasan penahanan di&asarkan pada alasan mmudahkan 
pemeriksaan pada saat persidangan dan agar anak nakal tidak 
menghilangkan barang bukti swta tidak melarikan Aasan krsebut 
telah sesuari dengan ketentuan Rasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun 
* Wawsnoara dengan Sri -a&, Hakim An& Pengadilan Nege~i Mahng pada 
tanggal 21 Agustus 2006 



















demikian, ternyata hakim mengabaikan kepentingm anak yang diatur 
dalam Pasal 45 UU Pengadilan Anak, bahwa penahanan hams 
rnemperhatikan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat 
karena menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara 
fisik, mental maupun sosial. Dalam kemyataannya, penahanan terhadap 
anak nakal setnata-mata untuk kelancaran pernerilksaan pada tingkat 
persidangan. Hal ini tidak sesuai juga dengan Artikel37 ayat (2) Konvensi 
Mak Anak, Rule 13.3 SMR-JJ dan Resolusi PBB 4511 13, bahwa tindakan 
penahanan rnerupakan upaya terakhir dan dalarn Mktu yang paling 
pendek. 
Selanjuhya, dalarn ha1 penahanan ini, anak nakal dititipkan di 
LP dewasa, mengingat di PN Surabaya dan PP4 Kota Malalng tidak 
memiliki ruang tahanan khlasus untuk anak. Dengan demikian, pemisahan 
tahanan dewasa dengan anak Mum terlaksana sesuai dengan amanat 
Pasal46 dan 45 ayat (3) UU Pengadilan Anak, Artikel37 (c) Konvensl Hak 
Anak serta Rule 13.4 SMR-JJ. 
Dalarn ha1 penahanan terhadap anak nakal, anak tersebut 
kehilangan kernpatan untuk tetap mengikuti pendidikan fomalnya. Pada 
saat penelitian ini dilakukan, terdapat perkara anak SHS yang didaha 
mekkukan perbuatan cabul terrhadap ternannya terpaksa ketinggalan 
Was karena ia dirtahan mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan. 
Menwut Budiarti, Hakim Anak PN Kota Malang, penahanan tersebut 


















nakal tersebut merenungi akibat dari prbuatan jahatnya serta 
rnenghimfari faktor balas dendam dari pihak korban. Hal ini dibenwkan 
oleh Burhanuddin, Wakim Anak PN h t a  Malang, bahwa sebagaimana 
kitra ketahui bahwa UU Pengadilan Anak banyak inembedkan 
perlindungan terhadalp anak nakal. Tetapi kadang tidak krimbang karena 
hanya s& ski yang difihat yaitu dari segi pelakunya saja. Sedangkan 
kepentingan korban agak diabaikan. 
bngan demikian, hak anak nakal untuk memperoleh 
~ndidikan selama dabm tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 
ayat (4) UU Pengadilan Anak belum dapat terlaksana. 
8. Ruarag sidang anak den s a k i  &pat didengar tanpa kehadiran 
terdakwa 
Pelaksanaan sidang anak nakal di PN Surabaya dan PN Malang 
rnasih menggwnakan ruang sidang dewasa. Setting dan layout pun sama 
dengan nrang sidang dewasa. Untok PN Malang ada ruang sidang 
dewasa yang fielalu dipemntukkan unhrk ruang sidang anak jika terdapat 
perkata yang dipetiksa. 
Menurut Burhanuddin, untuk terdalonra anak yang kurang 
mampu, haki i  wajib rnenunjuk penadhat hukum untuk mendampingi 
terdakwa dalam persidangan. Hal inE sesuai dengen KUHAP bahwa anak 
nakal tersebut berhak mendapat bantuan hukum dan psxla set@ 


















akan berusaha agar an* tersebut dibeba~kan~~. Hal ini sejalan dengan 
PasaY 56 KUHaP yang menyatakan bahwa apabilla terdakw;l tidak mampw 
atau tidak mmpunyai penasihat nukum sendiri maka pejabat yang 
bewangkutan pada seMp tingkat perneriksaan wajib menunjuk penasihat 
hukum bagi mereka, Penasihat hukum berfungsi sebagaI pemb~la 
kapentingan hukum terdakwa anak dalam persidangan, ia berperan aktii 
dalam mengungkzhp kebenaran materiil terhadap perkara yang sedmg 
dihadapi terdakwa. Sedangkan orang tua afau wali dan pembimbing 
kemasyarakatan wakupun bersifaf pasif hanya sebagai pemerhati selama 
pmidangan akan tetapi mereka mempunyai kesempatan untuk 
mengemukakan segala ha1 yang bemanfaat bagi anak sebagai terdakwa 
sebelum hakim mengucapkan keputusannya (Pasal 59 ayat 1 Undang- 
undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengedilan Anak). 
Pada azasnya setigR saksi yang didengar di persidangan 
dihadiri oleh terdakwa dengan rnaksud agar terdakwa mengetahui apa 
yang diterangkan oleh wksi dalam mengungkapkan terjadinya tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak. Dengan hadirnya terdakwa 
pada saat pemerikasaan saksi di pemiangan terdakwa punya 
bsempatan uWk menyanggah keterangan saksi yang tidak benar dari 
ketemngan itu. 
Menurut Sri Anggammti, orang yang diajukan sebagai saksi 
biasanya adaiah orang-orang yam s e r a  kabetulan bemda di sekitar 



















tempat kejadian ataupun Msa saksi korban sendiri dengan tujuan agar 
rnereka mudah mengungkapkan jalannya perisfiwa tejadlnya tindak 
pidana tersebut yang menyarzgkut terdskwa sabagai pelakunya". 
Hadimya krdakwa pada waktu pemeflksaan saksi merwpakm keuntungan 
bagi terdakwa karena ia bisa rnenyanggah keterangan saksi yang tidak 
benar. Lain halnya dengan persiaangan anak, dalam sidang an& acara 
pemeriksaan saksi dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa dengan 
maksud untuk menghindari adanya ha[-ha1 yang mempengaruhi jiwa anak 
apalagi keterangan saki  yang memberatkan terdakwfl. Hal ini diatur 
dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-undang Na.3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang rnenyatakan bahwa hakim berwenang untuk 
memerintahkan terdakwa dibawa kelUaF sidang. 
Menurut Burhanuddin, t i k  sernua krdakwa anak mempunyai 
sikap mental yang Ecuat untuk b i i  mendengarkan secara langsung 
kebrangan orang lain tenfang perbuatannya yang kurang atau !id& baik. 
Bagi yang tidak bisa mmdengarkan tetapi tetap dipaksakan akan 
b@fakibat ~tidak balk bagi perkembangan iiwa anak yan@ bersangkutan. 
Ue temn  Pasal58 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak mmang tidak mengharuskan bahwa setiap sidang enak, terdakwa 
anak perlU untuk dikeluarkan dari ruang sidalg, jadi dalam ha1 ini hakim 
ditunM untuk lebih cermat dan teliti terhadap Wdaan psikologis da~i 
- --- - 
" Wawmaa denganSri Ang@wui. Hakim Anak Pcngudilan Nageri Malang pnda tanggal 21 
Agustus 2W6 
" Wa-edls dmgan Burhuddik Hakim An& Pengadilan Negeri Malang pda fan& 21 Agustus 


















terdakwa anak. Kalau diperkirakan keterangan saksi tidak akan 
mempengaruhi jiwa amk, maka tenlakwa tidak perlu dilceluarkan 
melainkan tetap berada di persidangan untuk mendengarkan keterangan 
saksi. Di Pengadilan Negeri Malang apabila hakim mutuskan  sidang 
anak tidak dihadiri oleh terdakwa anak maka dicarikan jalan keluarnya 
yaitu dengan memanfaatkan media televisi yang merekarn jalannya 
persidangan, dan terdakwa djtempatkan di ruang lakn dan tetap bisa 
mengikuti jalannya persidangan tanpa hams bmatap muka secara 
langsung ataupun terdakwa juga biia mendengarkannya saja yang 
penting terdakwa tetap bisa rnengikuti jalannya perneriksaan saksi tanpa 
bertatap muka secara langsung dan tetap bisa manyanggah keterangan 
terdakwa atas hal-ha1 yang tidak benar mengenai dirinyam 
9. Pidana rang diJatuhkan oleh hakim lebih ringan 
Putusan pidana yang dijatuhkan deh hakim anak nakal ateu 
terdakwa anak lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hal 
ini diatur datarn pass126 sampai dengan 32 Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak yang antara laian memuat bahwa pidana 
penjara untuk anak rnaksirnum X (satu per dua) ancaman hukman 
orang dewasa dan apablla mendapat amaman hukuman matl maka 
makshnal dikemkan hclkurnan 10 (sepuluh) Wun. Setain itu hakim juga 
tidak boleh menjatuhkan kumlrlasi hukuman, arHnya bahwa sanksi yang 


















tindakan dan terhadap sanksi hukuman tersebut haklrn tidak boleh 
menjatuhkan kumulasi hukuman. Jadl bagi terdalcwa anak hukurnan 
pidana dan hukuman tbndakan tidak boleh dijatuhkan sebligus 
10. SLkap hakim sebelum mnjatuhkan putusan 
Sebelurn menjatuhkan sebuah pwtusan hakim terikat pada 
Pasal 69 ayat 1 Undangundang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak yaitu memberikan kasempatan kepada orang tua, wali atau orang 
tua asuh untuk mengmukakan segala ikhwal yang bemanfaat bagi anak 
sebelurn menglrcapkan putusannya. 
Hal bertujuan untuk tidak menghilangkan peran orang tua 
aebagai orang yang paling betanggungjawab dalam membina dan 
mendidik anak. Proses ini juga diharapkan mempererat hubuclngan 
ernosional antara anak dengan orang tqa, dimana orang tua yang sejak 
pemriksaan ditingkat kepoiisian selalu mendampingi pefannya Sebagai 
pembimbing tidak ditinggalkan. kterangan tersebut dapat dipakai hakirn 
sebagai bahan pettimbangan dalam menjatcrhkan putusannya. Meskipun 
Hegitu, hakim tetap rnmpunyai k e b b a n  apakah akan menggunakan 
kelerangan tenebut dalam pertimbangannye atau tidak itu sangat 
tergantung kepada hakim yang bersangkuhna. 
Menurut Burhanuddin, untuk menetapkan apakah kepada anak 
nakal atau terdakwa anak akan di jatuhkan pidaha atau tindakan, maka 


















berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oEeh 
terdakwa anak yang bersangkutan. Di samping itu yang hams 
diperhatikan addah meliputi: keadaan anak, runah tangga orang tua atau 
wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga clan 
keadaan lingkungsn tempat anak tebsebut tinggal. Disamping itu yang 
paling penting adalah hakirn haws mempertimbangkan laporan 
Pembimbing kemasyarakatans3 
Penjatuhan pidana tindakan oleh hakim biasanya disertai juga 
dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakirn. 
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang No. 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadllan Anak. Teguran itu dapat berupa 
peringatan dari hakim secara langsung Madap  anak maupun tidak 
langsung melalui orang tual walil orang tua whnya. Maksud dari teguran 
tersebut adalah agar anak yang bersangkutan tidak mengulangi 
perbuatannya yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Wangkan syarat 
tamhahan yang dimaksuc? dapat berupa kewajiban untuk melapor secara 
periodik kepada PembjmMng Kernasyarakatan seminggu sekali, sebulan 
sekali atau pada hari-hart terknhr. 
Berikut ini akan disajikan tabel tentang sanksi yang dijatuhkan 



















Sanksi Yang di Jakahkan Hakim PN Surabaya terhadap Anak Naikal 
Tahun 2003-2005 
Berdasarkan Tabel 4 dies, dapat diketcrhui bahwa di PN 
Swabaya, dari selunrh anak nakal mulai tahun 2003-2006, hanya 2 
anak saja yang dikenai tindakan. Selebihnya dijatuhi pidana penjara. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Burhanuddin clan Sri 
Anggamti, Hakim Amk di Pengadilan Negeri Malang temyata selama ini 
mereka belum parnah menjatuhkan sanksi tindakan bagi terdakwa anak 
padahal Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
membrtrikan atternatif terhadap penjatuhan senksi bagi brd;rkwa anak 
atau anak nakal yang tidak hanya pidana penjam tetapi juga sanksi 
tindakan. Para H a k i  h a k  di Pengadilan Negeri Makng tidak pemah 


















1 . Bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim relatif sama 
dengan panahanan yang dijalani oleh amk sehingga penjatuhan 
pidana penjara setelah dikwrangi atau dipotong masa tahanan sarna 
Wgan terdakwa anak tidak rnenjalani pidana penjara 
2. Belum tersedianya dengan jelas Organisasi Kemasyarakatan yang 
bergerak di bidang pendidikan, pernbinaan dan latihan kerja yang 
benar-benar mampu clan konsisten dalam mernbina Uan 
membimbing terdakwa anak 
3. Setiap perkara anak yang diperiksa olah Hakim Anak di Pengadilan 
Nege~ Malang sangat kasuistis, jadi apabila hakirn menjatuhkan 
sanksi tindakan berupa mengemballkan terdakwa anak kepada orang 
tua maka dikhawatirkan anak tidak jera dan akan mengulangi 
pefbuatannya. 
Berikut ini akan diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim 
dalarn menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa anak di 
Pengadilan Negeri Malang karena Hakirm Anak Pengadilan Megefi Matang 
lebih menytuhkan pidana penjara bagi terdakwa anak dan selama kurun 
waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 belum pernah menjatuhkan 
sanksi tindakan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut diperoleh dari hasil 
w a w a m  dengan Burhanuddin dan Sri Anggaswati, Hakim Anak 
Pengadilan Negeri Malang. Dari b i t  wawancara tersebut diketahui 
bahwa penjatuhan sanksi pidana penbra bagi terdakwa anak didasarkan 


















a. Terdhkwa anak rnelakukan tinclak pidana lebih dati satu kdi 
Seorang anak yang telah menjalani sanksi pidana atas suatu 
tindak pidana bisa jadi melakukan tindak pidana lagi b&i yang sarna 
rnaupun tindak pidana yang kin dengan s&elumnya..Hal ini bisa menjadi 
dasar pertimbangan bagi hakim unfuk rnenjatuhkan sanksi pidana penjara 
karena anak dianggap tidak memyesaCi perbuatannya. Sehingga apabila 
hakim rnemberikan sanksi yang bukan pidana penjara dikakutakan akan 
membawa darnpak negatif yaitu putusan tersebut &an dijadikan contoh 
b g i  pelaku anak yang lain untuk rnelakukan tindek pidana lagi karma 
temadap pelaku an* yang telah melakukan tindak pidana lebih dad sah 
kali hakim menjatuhkan pidana yang sangat ringan3' 
b. Sikap terdakwa anak dipandang tidak dapat d i i a i k i  lagi 
Seorang terdakwa anak yang rnelakukan tindak pidana 
mempunyai latar belakang kelakuan dan lingkungan sosial yPrng berbeda- 
M a ,  begitu pula dengan sikap terhadap tlnclak pidana yang ditalcukan 
juga kbeda-beda. Jika sikap dan latar belakang kelakuan anak tersebut 
berdasarkan laporan hssil penelitian Pembirnbing Kernasyarakatan adalah 
baik clan anak rnerasa rnenyesal dam berjanji tidak akan mengulangj 
perbuatannya lagi rnaka atas dasar tersebut hakim dapat meringankan 
penjatuhan sanksi bagi terdakwa anak tersebut. Hal ini berlakzu mbaliknya 


















terdakwa anak apabjla latar belakang kelakuannya memang sudah b u ~ k  
dan tidak ada sikap penyesalan dad anak atas perbuatannya. Ansk yang 
seperti ini dianggap sebagai anak yang tidak dapat dlperbalki lagi 
sikapnya 36 
c. Terdakwa anak dianggap membahayakan masyarakat 
Menurut Benhanuddirt, seofang terdakwa an* yang suiit untuk 
diperbaiki lagi sikapnya dlanggap akan mambahayakan masyarakat jlka 
terdakwa anak mebu t  tidak dijatuhi pidana penjaran. Hal ini sesuai 
dengan pendapat 'Made Sadhi Astuti yang Myatakan bahwa timbuPnya 
pola perllaku yang memyimpang dari seorang indbvidu terhadap nilai-nilai 
dan nonna-norma yang dorninan adalah karena tidak mamgunya 
menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norrna masyamkat 
terhadap nilai-nilai dan novma norma kelompoknya3' 
Menurut Sri Anggarwati, seoarang anak yang tidak mampu 
mematuhi peraturan yang berlaku di rnasyarakatnya maka ia akan 
melakukan segaIa sesuadu sesuai dengan keinginannya termasuk juga 
mekkwkan tindak pidana. Oleh sebab itu sanbi yang paling tepat 
dijatuhkan rnenurut beliau adalah pidam penjata sebagai shock te@. 
Dengan penjatuhan pi-na penjara maka anak akan ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan dan akan didiiik, dibimbing dan dibina serh 



















diberi ketrarnpilan agar sikap dan kelakuan anak bisa menjadi lebih baik 
dari sebe~umnya.~~ 
6. RESTOPATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF MODEL 
PERSlDAFIGAM ANAK 
Selama ini dalam sistem peradilan pidana, krdapat dua model 
yang sangat dominan yaitu the Crime Control Model &an The Due 
Process Model.The Crime Contrd Model dilakukan sesuai dengam fungsi 
hukum sabagai alat untuk melakukan kontral sosial (Law as a fool of so&/ 
control) yang &Juan akhirnya menjamin kesejahteraan masyarakat. 
Sedangkan The Due Process Model merupakan alternatif reaksi dad 
kecenderungan sangat beHebihnya kekuasaan negafa (yaw dilaksanakan 
oleh aparatnya) dalam rnelaksanakan proses peradilan pidana, sehingga 
dengan mdel  ini hanya mencoba mengimbangi kecenderungan kuatnya 
posisi negara dengan berbagai aturan yang memberikan perfindungan 
pada temngkaAeTdakwa Yang menjadi pernasalahan adalah kedua 
model tersebut tetap didasarkan pads objek dasar proses peradilan 
pidana yaitu menjebloskan tersangka kedalam penjara. Begitu juga 
dengan model persidangan yang berlangsung, yang krjadi hanya sebuah 
'pertempuran". Packer memberikam sebugh ilustrasi s e m i  sebuah 
medan pertempuran yaitu pertanmgan antara negara (yang Uiwakiri oleh 
jaksa penuntut urnurn) dengan individu (yang biasanya diwakili oleh tim 



















advokad). Sedangkan menurut Made sadhi Atuti peradilan pidana adalah 
suatu prases yufidii dimana hams ada kesempatan orang berdiskusi, 
untuk dapat mempe juangkan pendtflan tentang mengemukakan 
kepantingan aleh berbagai pihak, mempertimbangkannya dimana swtu 
putusan diambil rnempunyai mativasi @rtentu4. Sehubungan dengan 
proses kamunikasi dari pihak-pihak yang berkeperitingan maka hal-hat 
yang tidak kalah penting adalah perlunya berbagai petlindungan terhdap 
pihak-pihak yang mernpunyai posisi tavuar yang lemah. Terkaii dengan 
peradilan pEdana anak naaka hak-hak anak yang bwhubungan dengan 
proses peradilan tersebut haw di laksanakan, hak-hak tersebut antara 
lain : hak tidak menjadi korban dalam proses peractilen; hak dan kewajiban 
untuk ikut seta menegakkan keadilan daim suatu proses pwaditan 
pidana sesuai dengan kernampan mereka masing-masing untuk dibina 
agar mampu rnelaksanakan kewajibannya sebagei warga negara, anggota 
masyarakat yang baik oleh yang bemib dalam arti luas; wntuk 
melaksanakavl kewajiban membina, menbmpingi rekaniekan sebayanya 
untuk melaksanakan hak den kewajiban mereka seoara raswnai positif, 
bertanggungjawab dan bermanfaat dalam pmses tersebut. Mereka harus 
dibina sedini rnungkin dalam rangka pencegahan mmjadi korban dan 
menimbwlkan korban4'. 
"h4ade Sadhi A d .  2003. Hlohun Pidana Anak aR Pdlndrwrgm Am& Universitas N W F ~  



















Bila kita mempelaari sistem peraallan anak yang . diadopsi oteh 
Undang-Undang Nomor 3 Tanun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka 
kita akan mertgrnukan bahw aaturan imi rnencoba menggabungkan antara 
The Due Process Model dengan sebuah model baru yaitu. fami& model 
sehingga yang terlsentuk adalah individual treatment, yang fidak sernata- 
mata hanya rnenjebloskan tersangka kedalam penjara melalnkan 
mencoba mernberikan nuansa laksana sebuah keluarga yang 
menginginkan adanya perlindungan terhadap anak yang tujuannya terjadi 
perubahan perilaku dan tumbuh kesadaran bahwa apa yang telah 
dilakukan adalah ha1 yang salah. Hal ini diperkuat oleh Muladi yang 
mengatakan bahwa sistem peradilan yang wcek bagi lndanesk adalah 
rnodd yang mengacu m d a  : 'daad-&der s t r a M a  yang dkebut: 
model keseirnbangan kepentingan. Model ini adalah model reliitik yang 
memperhatikan pelbagai kepentingan yang haws difindungi oleh h u h n  
yam kepentingan negara, kepmtingan umum, kepentlngan imdividu, 
keperrlingan pelaku tFndak pidana dan kepentingan korbana. 
Model ini &an berlcaitan dengan tujuan pemidanaan dalam 
sistm peradilan pidana. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief dan Mwladi 
menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujwn 
pemidanaan adalah .tit4k penting dalam menentukan sba%egi perencanaan 
politik Wrninal. Menentukan tujuan pmidanaan dapat menjgdi landasan 
untuk menentukm =Ira, sarana atau tlndakan yang akan digunakan. 
'%mli Atmasasmi@, 1996SWw P a r o $ h  Pi&na perspe&r e I t r~~~ i rs f i 8m 4% 


















Kebijakan manetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling 'baik 
unWk mencapai 'bjkijuan,, setidlak-tidaknya mndekati tujuan, tidzrk dapat 
dkpaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masaiah 
perniiihan bebagai alternatif untuk rnemperoleh pidana . m.ana rang 
dian$gap paling baik, paling tepat, paling patut paling bethasil atau efeHif 
metyakan masalah yang tidak mudah. Difihat dari sudut palitik kdminil, 
m k a  tid& twkendalikannya perkernbangan kdrminatitas yang aemakin 
meningkat, justru dapat disebabkan oleh Wak tepatnya jenis sanksi 
pidana png  dipilih dam ditetapkan". 
Lebih lanjut Batda Wawawi mef, menyatakan bahm pokok- 
pokok p K i  yang tetkandung dalan perumusan tujuan pemidanaan 
adalah : a) Pada hakekatnya undang-und'mg mrupakan sistem hukurn 
rang bemy'oan sehingga dirumuskan pidana dan aburan pmidanean 
dalam undatqrndang, pada hak inya  hanya merupakan sarana untuk 
mencapai tujuani tY) :Dilihat secara fungsional qpwasional; pemidanaan 
merplpakan swtu rangkaimn proses dan kebihkan yang bnkretasmya. 
wngaja direncamklln melahi tiga tahap. Agar ada katerjalimn #an 
kterpaduan antara ketiga t@ap ku sebagai satu kesatuan system 
pemidanaan,, maka dirumuskan tujum pmidanaen, c-) Penrmusan tu@an 


















sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionatitas dan motivasi 
pemidanaan yang jelas dan terarah* 
Sedangkan Herbert L. Packer rnenyatakm bahwa ada dua 
pandangan konseptuai yang masing-masing-mempunyai implikasi maral 
yang berbeda satu sarna lain, yakni pandangan retributif (mtributive view) 
dan pandangan ufiEitarian (utilitarian vkw)"'. Pandsngan retributif 
rnengandaikan pemidanaan sebagai ganjafan negatif terhadap perilaku 
menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan 
ini mdihat pemindanaam hanya sebagai pembalasan temadap kesalahan 
yang dilakukah atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. 
Pandangan ini dikatalkan bemifat metihat kebelakang (hckwerd-Iooki~g). 
Pandangan untilitarian rnelihat pernidanaan dari segi manfaat atau 
kegunaannya dimana yang dilihad adalah situasi atau keadaan yang ingin 
dihasilkan dengan dijatuhkannya ppiaana itu. Di satu pihak, pemidanaan 
dimakswdkan untuk memperbaiki sikap atau fing'kah laku terpidena dan di 
pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain 
dari kernungkinan rnelakukan perbuatan yang m p a .  Pandangan ini 
dikatakan berorientasi ke &pan (forwad-Iooklng) Uan sekaligus 
mempunyai sifat pencegahan (detterence)". 
" Barda New& Arief,By#ga Rmrp~i Kebiiok H r ( b  Pi&aa FT. Cim Aditya Bhakii, Bansung 1996. 
hlm. 15Zl53. 



















Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan 
pemidanaan rnenjadi 3 kelompok yalvli : a) Teori absdut {retn'tutif); b) 
Teori teleologis; dan c) Teori retributifteleologis4'. T e d  absoluk 
me#mdang bahwa pemidanaan mmpakan pembalasan atas kesalahan 
yang telah dllakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terlefak 
pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa 
sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sernata-mata karena orang blah 
melakukan sesuatu Icejabretan yang rnerupakan akihat muttak yang harus 
ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakubn kejahatan 
sehingga sanksi beftujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tewi 
teledogis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan pelaku *pi sarana mencapai tujuan yang 
bermamfaat untuk melindungi masyarakat menujll kesejahferaan 
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuamya, yakni untuk rnsncegah 
agar orang tidak mdakukan kejahatsm, maka bukan bemjuan untuk 
pemuasan absolut~ atas keadilan. Teori vetributii-teleologis mmmdang 
bahwa tujuan pemidanaart brsifat plural, kamna menggabungkan antara 
prinsip-piinsip tdeolugis (tujuan) dan fetributif s d g a i  safu kesatuan. 
Tmri ini bsmorak ganda, dirnana pemidanaan rnsngamdung karakter 
retrihtif sejauh pemidanaan diiihat sebagai s u m  kritik moral dalam 
menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakbr teledogisny terletak 
pada ide bahwa tujuan kritik moral twsebut ialah suatu reformasi atau 



















perubahan perilaku terpidana di kernudian hari. Pandangan teori ini 
menganjurkan adanya kernungkinan untuk mengadakan artikulasi 
terhadap twri pemidanaan rang mengintegrasikan beberapa fungsi 
sekaligus retribution yang bersifat utiEjteritn dimana pencegahan dan 
sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang 
harus dicapai oleh slratu rencana pemidanaan. Karena tuiuannya bersifat 
integratif, maka perangkat Wuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan 
umurn dan khuaus; b) Perlindungan rnasyarakat; c) Mmelihra solidaritas 
masyarakat dan d) Pengimhlanlpengimbangan. Mmgenai tujuan, maka 
yang mrupakan titik berat sifatnya kasusistis. Sedangkan Bambang 
Poemom dan Van Bernmelen juga menyatakan ada 3 teori pernidanaan, 
yakni teon' pembalasan (absolute theorien). teori tujuan (relatieve Zheorien) 
dan teed gabungan atau (wrenigjngs theofien). 
Konsep teori pemidanaan tentang tehabiiitasi berbasis 
treatment juga tidak luput dari berbagai kritikan sehingga kemudian 
muncul *Model Keadilan" sebagai jusMkasi modern untuk pemidanaan 
yang dikemukakan oleh Sue T i h  Reid. Model keadllam yang dikenal juga 
m a n  pendekaten keadilan atau model ganjaran setinpal (just desert 
moffef) yqng diiasarksn pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu 
pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar rmbusE dalam 
just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinllai dengan 
sanksi yang patut ditetima odeh mareka mengingat kejahatan-kejahatan 


















melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan rnencegah orang-orang 
lain rnelhvkukan kejahatan". Dmgan skema just desert ini, pelaku dengan 
kejahatan yang sama akan menmima penghlrkuman ygng sama, dan 
pelaku kejahan yang letaih serius akan mendapatkan hukuman yang 
lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal 
yang menjadi kMk dari tmri just desert ini, yaitu: Perfama, karens dedett 
theories rnenempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan 
antara hukurnan ygng layak dengan tfngkat kejahalan, dengan 
kepentingan mempeflakukan kasus seperti itu, teori in1 rnengabaikan 
perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para plaku - seperti 
latar belakang pribadi pelakpl dan dampak penghukuman kepada pelaku 
dan keluarganya dan dengan dernikian seringkali memperlakukm kasus 
yang tidak sarna dengan cara yang sarna. Kedua, ecara kesduruhan, 
tapi eksklusif, menekankan pada pedoman pedoman pembeda dari 
kejahatan dan catatan kejahatm mempenQaruhi pslkologi dari 
penghukuman dan pihak yang menghukuma. Di samping just deserl 
m o w  juga terdapat modef lain yaitu restorafive justice model yng 
seringkali dihadapkan pada retibuthe justice model. Van Mess 
" sus r i  ~ e i c ~ ,  C l inr idJ~icu ,  ~ m m i w ~ ~ m e s ,  w st ~ t b ~ i s i i  Company. W m  YO* 1967, him. 
352 Man Sochuddih ScLm &&i &/ant Hnhnl PidoRo, I& Dnsm DouMe Trad %lorn 
dan lmp&menmiw, Raja OraBnrto Papada, 2003. h l a  62. 


















menyatakan bahwa landman restorative iuctice theory dapat diringkaskan 
dalarn beberapa karakterktik 
a. Crime is primarify conflict befween individuals resulting itl injories to 
victims,mmmunities and the offenders themseK on& secondary is it 
lawbreaking. 
b. The overarching a h  of the criminal justfce prooess should be to 
mconcile parties while mpairing the injuries caused by crimes 
c. The criminal jutdice process should faciMate. aotive participation by 
victims, offenders and their communities. It should not be dominated 
by govement to the exclusion of othsrs. 
Secara lebih rind Mlrladl menyatakan bahwa restorafive justice model 
mempunyai beberapa karakterisfik yaihr5' : 
a. Kejahatan dirurnuskan sebagai peianggaran ssotang terhadap orang 
lain dan diakui sebagai kanflik; 
b. Titik perhatian pada p e m h a n  rnasalah pertanggungjawaban dan 
kewajiban pada rnasa depan; 
c. Si t  normatlf dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan 
restorasi sebagai tujuan utarna; 
" ~srdd W. traa m, jvsurv e r ~ l  i n m t m i o d  ia- ~hplrcs, ~RaPmi iw ~rmic~: 
kkm&qm! Psrsp&iw, a s ' i  by BW Qllaway and 3ae H&o& Kugler RcrbUmtianc 
Aammbm, The N M *  hlbl. 23. 



















e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hdk, dinilai atas 
dasw hasii; 
f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 
g. hdasyarakat merupakan fasilitator di datam proses restomtif; 
h. Peran korban dam pelaku tindak pidana diakui~, baik dalam masalah 
maupun, penplesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak 
pidana didorong untuk bertanggung jawab; 
i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak 
pemahaman terbadap perbuatan dan untuk mwnbantu memutuskan 
yang terbaik; 
j. Tindak pidma dipahami dalam konteks menyelwhrlh, moral, sosial 
dan ekonomis; dan 
k. Stiama dapat dilhapus melalui tindakan restoratif. 
Reshtive justice model diajukan oleh kaum abofisionfs ymg melakukan 
penolakan terhadap samna koersif yang berwpa sarana penal dan dlganti 
dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradihn 
pidana mengandung ~mmlah  atau cacat struktural sehingga secara 
relatistis harus dirubah cksar-dasar sruktut dad riistem tersebut. Dalarn 
konteks s k t m  samksi pktana, nilai-nilai yang rnelandasi paham abolisionis 
masih rnasuk aka1 untuk mencad altematlf sank4 yang lebii layak dan 
e€ek€if daripada lembaga riperti penjara5*. Restorative justice 


















dari para pihak. Korban marnpu untuk mengembalikan unsur kontrol, 
sementara pelaku didorong untuk mmikul tanggung jawab ebagai 
sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang dlsebabkan oleh 
tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. 
Keterlibatan komunifas 8ecara akW mernperkuat komunitas itu sendirl dan 
mengikat komunitas &an nihi-nilai untuk menghormati dan rasa saling 
mengasihi antar sesama. Peranan pemetintah secara substansial 
berkurang dalam memonopaii proses peraditan sekarang ini. Restmtive 
justice membutuhkan usahausaha yang koaperafrf dari komunitas dan 
pemerintah untuk rnendptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku 
dapat merekansiliasikan kon91ik mereka dan memperbaiki loka-luka 
mereka". Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihakpiRak 
yang paling terkenal pengaruh - korban, pelaku dan "kepentingan 
komunitas' rnereka - dan memberikan keutamaan pada kepentingan- 
kepentingan mereka. R&om&ejustjce juga menekankan pada hak asasi 
manusla dan kebutuhan untuk memgenali dampak dati kefidakadlbn sosial 
dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengernbalikan mereka 
daripada secara sedarhana memberikan pelaku keadilan formal a&u 
hukum dsn korban tidak Fnendapatkan keadilan apapun. Kemudian 
resfmatiye justice jwga mengupayakan untuk meresFwe keamanan 
korban, penghormatan pribadi, marfabat, dan yang lebih pentjng adalah 


















Dari uraian mengenai model peradilan pidana sea tujuan 
pemidanam dalam pergektif abolisionis seperti karateristik restoratif 
justiae model maka model persidangan yang sesuai untuk peradilan 
pidana anak adalah sebagai berikwt : 
1. Bentuk Persidangan Menggunakan Pendekatan Penyelesaian 
Konflik 
Dalarn ha1 ini persidangan dilakukan dengan cara dialog u w k  
menyelesaikan konflik dengan cara mediasi atau negosiasi. Hal ini 
sebenamya sudah beakar di Indonesia datam pelaksanaan hukum 
pidana adat. Dalam hukum pidanan adat, pelaku diiajibkan rnenberi 
ganti kerugian pada korban sehingga terjadi proses perdamaian antara 
pelaku dengan korban. Sebagai contoh di daerah Kalirnantan Tirnur, 
saat ini rnasyarakat Dayak selalu rnenyelesaikan rnasalah pidana 
melalui Kepala Adat yang disebut Damang. Perselislhan biaea 
diselesaikan rnelalui konsiliasi, dan resolusi melalui darnang bersifat 
konsensus. Ria rakyat rnenolak resob1 adat, maka masatah baru 
diserahkan kepada polisi.. Dengan sanksi yang jelas, yaitu membayar 


















2. Persidangan dilakukan Untuk membentuk trcnggun~awab Pelaku 
daiam merehabititas1 Korban 
Prinsip dad penyelesaian seflgketa yang telah tejadi ditujukan unluk 
rnendidik pelaku agar menyadari bahwa perbuatannya .adalah satah 
dan korban akibat perbuatannya. Berdasarkan pernaharnan kesalahan 
yang telah dilakukan oleh pelaku, make ditumbuhkan rasa tanggung 
jawb pelaku untuk ikut merehabilitasi k~rban. 
3. Pembatasan Urnur Minimum &lam Penjatuhan Sank i  Pidana 
Adanya pembatasan umw anak yang dituduh melakukan 
tindak pidana rnerupakan sebuah keharusan untuk menentukan 
pertarggwngjawaban pidana. Hal ini juga terkait dengan apakah 
seseorang yaw melakukan tiMiak pidana rnempunyai kesadaran 
bahwa perbuatafinya menipakan sebuah tindak pidana ataukah tidak. 
Hal ini karena hukurn pidana dewasa ini rnenganut paham "tat- 
ta te fsmoht :  ialah pidana yang berpijek pada petbuatan mwpun 
orangnya, atau menurut sudarto disebut dengan "schuld strafrechF 
yaitu penjatuhan pidana disyaraakan adanya pertsnggungjawaban 
pidana pada did petir~dak~~. Pemisahan antara pefbwtan dan 
pertanggungjawaban ini dilakukan agar tidak tejadi salah tangkap. 
salah sidik, salah tuntut dan kesalahan rnenjatuhkan putusan oleh 
aparat penegak hukurn. Untuk anak pembatasan umur dimtkah 
dangan pennasalahan pertanggungjawaban pidana, selain ttu juga 


















dll.ancEasi bahwa secara psikologls anak merupakan orang bdum 
sempurna pettumbuhan dan perkembangan secara fisik dan 
psykis.Secara limitatif undamg-undang Pengadilan h a k  mernbenikan 
batasan seorang anak yang dapat dlpen'ksa di persidangan, yailu : 
Pasal I buti.r { I )  
"Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal 
tdah rnencapai umur 8 (&tapan) tahun tetapi hlum mencapai umur 
18 (debpan b M )  tahun d m  belum pemah kawin". 
Pasal4 ayat 1 
* Bafas umur yang dapat diajukan kesidang anak adalah 
sskumng-kuangnya 8 (elaapn) tehun tetapi belurn rneneapai 18 
(delapan M a s )  tahun dan belm pemah kewin: 
Berdasa~kan ketentuan diafas maka teFdapat dua kategori 
pertanggungjawrrban pidana anak, yaitu : 
a. seorang anak dibawah umur 8 (delapan) tahun 3pabita 
melakukan suatu tindak pidana, tidak &pat 
dipertanggungjawabkan; 
b. Seorang an& berumur 8 (delapan) tahun sampai umur 
dibawah 18 (delapan bel& tahvn dan belum psrnah kawin 
apabila metakukan tindak pldana dapat 
diperianggungjawabkan. 
Dalarn memberikan sanksi, hakimpvn diberi batasan daiarn 


















tindak pidana usia 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya 
dikenakan "tindakan" seperti dikmbalikan kepada orang tuanya, 
ditempatkan pada organisasi sogial atau diserahkan pada negara. 
Dengan pernbatasan undang-undang maka konsekuensbya terhadap 
anak usia 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun dalam setiap 
proses pemeriksaan baik dikepolhian maupun dipersidangan tidak 
boleh dikenakan penahanan. Dalam pboses persidangan ha1 ini 
ternya€a diabaikan terbukti pada kasus S alias A usia 12 (dua belas) 
tahun di PN Wlang dengan no 5961 Pid W 0 5  yang didakwa 
rnelanggar pasal 363 (1) ke 5 sejak pemeriksaan dikepalisian samlpai 
pernergsaan dipefsidanpn Wakwa diihan bahkan hakirn 
menjatuhkan hukuman pidana seiama 4 (empat) b u h  dari tuntutan 
jaksa 5 (lirna) bulan. 
Adanya batasan umur didukung oleh Made Sadhi astuti yang 
menyatakan batas umur pertanggungjawaban pidana, merupakan 
unsur p e m g  h g i  pengirnplementasian kaidah atau n m a ,  karenanya 
penentuan batas umum minimum sangat berpengaruh pada latar 
belakang seJarah dan budaya rnasyarakat, sosial politik dan sosial 
ek-mi suatu bangsa. Oleh karma itu, dalsm era mdernisasi 
pendekatan aspek psikdngis perlu diperfimbangkan, apakah searang 
anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan anti sosial yang 
dilakukannya dari segi rnaral dan psikologis. Hendaknya batas umur 


















Jika batas umur minimum dmtukan terlalu rendah atau sama sekali 
tidak ditentukan batas umur minimumnya, maka bagi 
pertan@ungjawaban pidana akan kehilangan makna atau artis'. 
Convention on the Right of Child selanjwtnya disebut 
Konvensi Hak Anak mnetapkan bahwa "anak berarti setiap orang 
yang berusla dibawah 18 (delapanbelas) tahun, keouali befdasarkan 
undang-undang yang beriaku bagi snsk diientukan usia dewasa 
dicapa1 labih awal. 
Sedangkan T& Force on Juvenile DeIinquenoy prevention 
menghirnbav penentuan status anakanak adalah 10 (sepuluh) tahun 
danmaksimal antara 16 (enambelas) sampai 18 (&lapan belas) tahun. 
m e  &#bg Rules menetapkan batasan anak adalah 7 (tyuh) sampai 
18 (dalapan belas) iahun. Sedang Resolusi PBB 451133 hanya 
rnenentukan batas maksimal atas usia anak yaitu 18 (delapan belas) 
tahunM. 
Dari uraian &atas maka sudah sepantawya dalm 
pambacian sanksi ada batasan wia minimum untuk sanksi pidana 
perampman kemerdekaan. 
4. Proses Petsidangan dalam Suasana kekeluargaan 
Nuansa kekeluargaan dalam proses persidangan anak 


















perneriksaan di kepoliian. Man tetapi dalam pasalt3 undmg-undang 
Peqadilan Anak disebutkan "hakim penuntut mum, penyidik dan 
penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam Sictang Anak tidak 
memakai toga atau pakaian dinas*, yang dalam penjetasahnya 
ketentuan ini dimaksudkan unt& memiptakan suasana kekeluargaan. 
Dapat diartikan bahwa suasana kekeluargaan yang diinginkan disini 
adalah suasana nonfom%l tidak sepertl dalam sidang orang dewasa 
yang sangat f m a l  dan kaku. Kalau kita membefikan inte~pretasi 
tentang wasana nonformal sebagai suasbmna kekeluargaan, maka ada 
beberapa ha1 yaw dapat dilakukan agar nuansa tersebut muncul, 
yaitu: 
a. Memakai pakaian ncrllbrmal atau bukan toga dan pakaian dinas 
Penggunaan pakaian non formal merupakan miah saku kriteria 
yang disebut dalam penjelasan undang-undang Pengadilan Anak 
untuk menciptakan suasana kekeluargaan. Dengan pakaian ini anak 
tidak &an memsa brhadapan dengan hakim, tetapi merasa 
berhadapqn dan berbicara Cayaknya antafa orang tua dengan mak 
Hal ini diperkuat pendapat Gatot Supromono yang menyatakan bahwa 
semua pakaian dinaa tersebut tidak diirlcanankan untuk dipakai 
dengan maksud agar jalannya persidangan tid& memberikrm kesan 
serm dan menakutkan bagi terdakwa anak yang dperiksa. Selain itu 
dengan pakaian biasa dihmrapkan jalannya persidangan dmpat tercipta 


















penderitaan dan tekanan mentai dan persidangan bewan dengan 
lancar 
b. Bahwa yaw mudah bknengerti anak 
Untuk lebih rnengedepankan suasana kekeluargaan, dqlam 
melakukan wawncara pada saat proses pernerkksaan digunakan 
bahasa yang rnudah dimengerti oleh anak, sebagai alternatif dapat 
diiunakan bahasa yang seharbhari digunakan dalarn pergaulan 
terdakwa anak.HaI ini sebenarnya diatur dalern pasal30 Konmnsi hak- 
hak anak yang rnemberikan hak untuk menggunakan bahasanya 
sendiri, kemtama pada golongan minoritas yang tidak/belum mengerti 
bahasa Indonesia. Selmgkapnya konvensi tersebut Debagai beriZwt : 
"Di negara-negara dlmana tenlapat mjnoriZas suku bangsa, agama 
dan &ahma atau orang-orang pribwmi, seorang ansk dari kafangan 
minorMas s e w  Itu atau anak rang pn'$wmi tidak akan dhangkal 
disangkal haknya dafam betwsyarakaf dsngan anggota-anggota Eain 
d& kelornpoknya balk wanita mau@m pria, untuk menlkmafi 
budayanya sen&@ untuk menglekui d m  nelaksanakan egamanya 
sen&, a h  menggmakan masanya sendiri9 
c. Menggunakan model hnya jgweb yang komunikatif 
Dalam pares pemeriksaan dipersidangan suasana 
kekduargaan ciapat didptakan demgan menggunakan peftanyaan y a q  
kornunikatif yang berurientasi tujuan daripada proses, dalam 


















d. Setting wangan yang sesuai dengan Perkembangan anak 
SeNng ruang persidangan adalah ha1 yang paling krusial dalam 
menciptakan suasana kekeluargaan. Ruangan sedapat rnungkin 
membuat anak merasa nyaman. Penyediaan fasititas tambahan 
berupa perallatan bennain, ruangan yang tidak s e p d  layaknya 
nrang sidang &pat membankr hakim untuk melakukan komunikasi 
secara informal ferhadap anak. Tatanan rvlangan dapat meniru RPK 
(Ruang Pelayanan Khusus) pada Polres atau Polresta. Dabam 
tuangan terdapat safa yang menimbulkan kesan santai namun tidak 
maninggalkan tujuan dari pidana terhadap anak. 
e. Penggunakan tenaga psykolog dalam wawancara dengan 
anak 
Ada kalanya terdakwa anak sulit untuk dimintai keterangan 
pada saat persidangan. Hal ini mungkln disebabkan karena anak 
merasa ada dibawah Wanan dan ketakutan pad% saat menja4ani 
persidangan. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan bekerjasamal 
dengan tenaga psikolog d a h  meminta keterangan kepada anak. 
Penyediaan fasilitas ini dimulai tidak haraya pada tahap persidangan 
namwn c4imuIai pada tahap awal. Sehingga keterangan yang 
diberikan pada hakim diberikan oleh anak tanpa ada tekanan 
5. Acara Femetiksaan Tertutup 
Pemeriksaan dalam peaidangan anak harus dilakukan 


















terdakwa anak maupun korban anak dart proses labeling atau 
pslabelan oleh masyarakat. Apalagi kasus perkara anak rnerupakan 
salah satu kasus yang rnenarik perhatian publik, sehingga pers akan 
rnengekspos kasus dan pelakunya dalam media massa. Pernberitaan 
yang dikonsumsi oleh masyarakat luas membuat terjadi prases 
labeling1 cap kepada anak sebagai pelaku kriminal. Hal ini jeks akan 
merigancam rnasa depan anak yang bsrsangkutan. Batk pelaku 
ataupun korban akan menjadi rnatu dan trauma, bahkan apabila 
terekspos dalam media memka seakan sudah dijatuhi hukuman yang 
~lebih berat dari pada sanksi pidana penjara sekalipun. 
Hal ini diperkuat oleh Frank Tanenbaurn yang menyafakan 
labeling nwrupakan 'dramatization of evil" yaitu sgseorang yang stldah 
terpisah dan masyarakat konvensional karena rnelakukan kejahatan 
kemudian mendapat labellcap kriminal dari rnasyarakat secalta 
b ibhap akan berpikir tentang kebenaran label yang dilekatkan 
padanya. Sehingga akan berperan dalam peranan "delfrquefl. 
6, Penahanan sebagai atternatif tg~akhir setelah Tindakan 
Dalam Undang-undang nmor 3 tahun $997 rnasih diatur 
mengenai penahanan seorang tersangka atau terdakwa amak, 
walaupun dalam waktu yang lebih pmdek daripada tahanan dewasa. 
Aturan penahanan ini dari berbagai penelitiaan, dianbmnya tesis 


















kepentingan anak.Kerugian dari penahanan twhadap anak antara lain 
1. Anak menjadi malu dan tramatis 
2. Anak lebih ahli rnelakukan kejahatan 
3. Anak diberi capllabd jahat oleh masyarakat 
4. Masa depan rnenjadi suram karena terputus penGidikannya. 
Selain itu hampir semua pelaku pidana anak ditahan bukan 
hanya karena dalih sesuai KUHAP melainkan umtuk memudahkan 
pemeriksaan dan penghematan biraya, dampak akhilrnya Hakim 
kemudian menjatuhkan putusan pidana karena sudah sejak dalam 
pemeribean kepoiisian tersangka atau terdakwa anak sudah 
menja4ani pnahanan.Pa&hal sesuai dengan oleh konvensi hak-hak 
anak Pasal37tr, yaihu : 
"Tidak m n g p u n  a m  dr'rarnpas kemenfekaannya secara 
tidak sah afau sewegwenang.  Penangkapan, penahanan atau 
pnghukurnan sewan# anak hams sesuai &@an hokum dan akim 
ditsraPE(81) sebagai upeya k k f &  dan untukjangka wakfu yang pMng 
psnd#. 
Bahkan dalarn Rule 13 SMR-JJ rsedapt mungkin 
penahanan digantikan tindakan-tindakan aIternatrf lain, sepeni 
pengawasan ketatlperlakuan yang intmif, afau penempatan pada 
keluarga atau dalam pendidikan atav dalam rumah. Bahkan kdupun 


















semua bantuan individual yang diperlukan, sosial, pendidikan, 
kejunran, psikologi, pengabatan dan fisik yanlng sesuai dengan usia, 
Mnis kelamin dan kepribadian mereka. 
Sehingga dari waian diatas penahanan tehadap pelaku 
tindak pidana anak dapat diganti dan hanya sebagai altenatif terakhir 
dad tindakan.Mangkan tindakan tersebut, antam lain : 
a. Penempatan pada sebuah tenapat penampungan dari 
depattemen sosial dbngan pengawasan ketat. 
b. Dikembalikan pada orang tuanya untuk @dl& dengan 
melibatkan dan pengawasan pernerintah. 
7, Pemerlksaan Tindak Pidana Anak dilakukan oleh pejabat &usus 
Pasal 10 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak memberi kMeria sebagai berikut : 
1. Telah thberpgalaman sebagai hakim di pengadiian dalam lingkup 
peradifan umum; 
2. Mernpunyal minat, perhatian, dedikasi e n  mernahamf masalah 
anak oleh Pejabat Khusus dengan Cuiteria 
Pada p j e b s a n  Pasal 10 Undang-undang No. 3 Tahun 
1997' Tentang Pengaalilan Anak yang menyebutken bahwa yang 
dimakwd mempunyai mlnat perhatian dan dedikasi serta memahami 
rnasalah anak adalah memahami pembinaan anak yang mdliputi pola 
asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, dis4plm an& serta 


















perturnbuhan dan perkernbangan anak; dan berbagai tata nilai yang 
hidup di masyarakat yang mpet?garuhi kehiupan anak. 
Agar apa yang memjadi maksud dari penjelasan pasai 10 di 
atas dapat dipenuhi rnaka dr'perlukan beberapa kriteq yang dapat 
rnenjadi perhatian, antara lain : 
a. Pejabat khusus yang rnenangani paradilan Anak harm 
rnernpunyai latar belakang kgahlian 
Qalarn proses peradilan anak djbukrhkan brbagai disiplin 
keilmuan untuk rnewnjang perlindungan dan mendultung hak-hak 
anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Keahllan tersebut 
diperlukan mngingai komdisi anak yang belum sempuma tumbuh 
kernbangnya rnenjadi dewasa sehthgga mernerlukan perlakuan 
d m  pertanganan yang khusus. Keahlian tersebut rneliputi bidang 
psikologi, hukum, krirninalogi maupun perilaku anak. Hal ini 
didluYtung oleh Rule 22.2 SMR-JJ yang menekanltan bahwa 
personil yang Mibat dalam peradilan anak haws mmpefiatikan 
bei'bagai perbedaan setiep anak, yam akan bemubungan dengan 
sistem peradilan an*. Usaha-usaha yang d9lakulran hams 
rnmcerminkan perwakitan yang adil dari golongan wanita dan 
minoritas dalam peraditan aank. 
Sedangkan K~merJtar Rule 22 SMR-JJ rnenekankan, bahwa 
kekuasaan peraditan anak h a m  tediri dari orang-arang dengan 


















itu dibutuhkan keahlian dibidang hukurn, psikdogi, kriminologi dan 
pengetahuan tentang perilaku. Kualifikasi profsional merupakm 
elemen penthg dalarn meyakinkan peradilan yang efektif dan 
tidak bersjfat parsial. ~Lebih jauh diupayakan untuk meyakinkan 
kemungkinan diiiihnya petugas wanita dalam peradilan anak, 
dan kriteria yang digunakan akan diambii dari rekruitrnen. 
pelatEhan , dan mrnfas i l i i  wamita dalam peradNan Anak 
b. Mengupayakan petugas wanita dalm peradilan Anak 
Disamplng Rule 22.2 SMR-JJ dan komentamya png  
rnengupayakah petugw wnita dalarn peradilan wanita, delam 
kultur Indonesia kaum wanita mempunyai naluri keibuan dafarn 
memaharni kejiiaan amk serta lebih telatem &Jam menghgdapi 
kenakalan anak. Pendapat ini dtpertegas Wadong yang 
menyatakan pamilihan pewas &a juga dilandasi 
pertiinbangan bahwa wanita pada umurnnya lebth memahami 
rnasakh anak dibandingkan dengan pria dan dalam kehidupan 
sehari-had umumnya anak lebih dominan diawasi oolh ibwrya". 
8. Lapom Pemblmbing Kemasyaakataa hnjadi Alet BrrW 
Dalarn pasal 59 ayat 2 Wndang-undang nomor 3 1997 
tentang Pengadilan Artak mernberi norma bahm Pwtusan hakim wajib 
mempertirnbangkan laporan penehtian kernasyankatan &ri 


















bahwa istilah wajib disini bila tidak diikuti akan menyebabkan putusan 
batat demi hulrurn. Aturan ini sebenarnya sangat bagus, hanya saja 
dalarn praktek hakirn febih rnemperhatikan perneriksaan dalarn 
persidangan. Sehingga diperlukan ha1 yang lebih menguatkan laporan 
penelitian Pembimbing kernasyarakatan agar lebih diperbnbangkan 
haklm, yaitu rnenjadi alat buktl swat atau rnenjadi saksi ahli yang 





















Berdasarkan umian bab-bqb terdahulu dapat ditarik kesimpulan 
s e m i  berikut : 
I. Dan realitas kasus yang terdapat dl PN Malang dan PN Surabaya 
diketahui bahwa usia yang paling rawan rnelakukan tindak pidana 
adalah anak pada usia 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) 
sebanyak 193 anak (91,03 %) di Surabaya dan sebanyak 120 anak 
(91,696) di Malang dengan pelaku t-ar adalah anak laki-laki. 
DaIam proses persidangan anak rwrkal diketahui bahwa sebenarya 
atwan yang ada sudah wkup baik walaupun dalam praktek banyak 
terjadi pelanggaran, baik karena ketidakfahuan ataupun kekhilafan. 
Misalnya jaksa yang mernakai seragam dinas pada saat sidang 
ataupun hakirn yang mernakai toga. Selain itu dalam praktek proses 
m i l a n  yang krjadl ternyata rnasih jauh dari yang diingikan oleh 
undang-undang, yaitu persidangan digdar secara formal layaknya 
persidangan orang dewasa hanya saja tertutup untuk umum. 
Sehingga kadanpkadang membuat amah menjadi ketakutan dan 
mumatis 
2. Untuk menanggulangi rase serarn dari pmses peraditan anak yang 


















anak menyadari kesalahannya dart berani bertanggungjawab, m a h  
diperlukan model altematif restorative justice model, yaitu : 
a. Persidangan dalam benbuk penyelesaian konflik; 
b. Persldangan dilakukan Untuk membentuk tanggungjawab 
Pelaku dalam merehabilitasi korban 
c. Adanya batasan urnur yamg jelas dalam 
pertanggungjawaban dalarn bentuk mnksi pidana dan 
tindakan. Terrnasuk penahanan hanya di!akukan pada umur 
yang dapat dikenahn sanksi pidana. 
d. Pemeriksaan d h r n  suasana kekeluargan yang dijabarkan 
dengan : 
- Memakai pakaian biasalnonformal 
- Menggunakan bahasa yang dimengerti anak 
- Menggunakan tanya jaw& yang komwnikatif 
- Sefting atau lay out ruangan yang disesuaikan dengan 
perkembangan anak 
- Penggunaan tenagtl psykolog Warn wamncara dengan 
anak. 
e. Pemeriksaan tertutup untuk menghindari labeling 
f. Penahanan sebagai altemaW temkhir darl ttndbkan 
g. Pemerlksaan dilakukan ol& pejabat khusus 
h. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dijadiltan sebagai 



















Untuk menyarnakan persepsi plhak-pihak yang turut terlibat 
dalam proses peradilen Anak perlu dilakukan : 
1. Pembuatan modul praktis yang dilengkapi dengan .aturan-aturan 
yang memuat perlindungan anak dan hak-hak anak, antara lain UU 
No 23 tahun 2002, Konvensi hak Anak, Ekijing Rules. 
2. Pemerintah ham segera menyediakan sarana-prasarana yang 
berkaitan dengan proses peradilan anak, antara lain ; tempat 
penampungan anak yang menjalani pmbinaan dalam tindakan, 
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